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 Sofyan, E 13106038 dengan skripsi berjudul “Intervensi Militer NATO 
Dalam Krisis Politik di Libya” dibawah bimbingan Bapak Mappa Nasrun selaku 
Pembimbing I dan Bapak Burhanuddin selaku Pembimbing II, Jurusan Ilmu 
Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin, Makassar. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan yang menjadi 
faktor pendorong NATO untuk melakukan intervensi militer sebagai bentuk 
intervensi humanitarian atas terjadinya krisis politik di Libya yang terus memakan 
korban jiwa dari warga sipil, bentuk intervensi militer NATO di Libya, dan 
dampak intervensi NATO dalam krisis politik di Libya. Penulisan skripsi ini juga 
menggambarkan NATO sebagai sebagai sebuah pakta pertahanan negara-negara 
liberal, membawa sistem demokrasi ke negara-negara yang mengalami krisis 
politik akibat dipimpin oleh rezim yang otoriter sebelumnya. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif. Sementara itu, 
teknik pengumpulan data dihimpun dari data primer dan sekunder. Data primer 
diolah dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 
seorang atau beberapa informan ahli. Data sekunder diolah dari buku, jurnal, 
laporan tertulis, majalah, dan dokumen-dokumen lainnya yang dianalisis secara 
kualitatif. 
Dalam krisis politik di Libya, Moammar Khadafy menggunakan kekuatan 
militer untuk menyerang demonstran dan bahkan warga sipil yang menyebabkan 
banyaknya korban jiwa dari pihak sipil. Hal ini memicu reaksi keras dari berbagai 
negara maupun komunitas internasional sehingga sebagian besar pihak-pihak 
tersebut berpendapat bahwa perlu dilakukannya intervensi atas krisis politik di 
Libya. Intervensi kemudian dilakukan oleh NATO setelah dikeluarkannya 
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973, dengan penggunaan kekuatan militer 
setelah beberapa intervensi damai menemui  jalan buntu. Selama kurang lebih 7 
bulan pasukan udara dan laut NATO menggempur pasukan Khadafy dan aset-aset 
militernya demi melindungi warga sipil Libya. Akan tetapi beberapa kesalahan 
teknis dan non-teknis membuat serangan NATO juga menewaskan rakyat sipil 
dan membuat berbagai kalangan menilai intervensi NATO memiliki tujuan lain. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa intervensi militer yang 
NATO lakukan dalam krisis politik di Libya memang didasari karena alasan 
humanitarian sekaligus untuk mempromosikan demokrasi ke negara tersebut yang 
belum pernah merasakan demokrasi sejak kemerdekaannya. Meskipun dalam 
pelaksanaan intervensi tersebut masih terdapat beberapa kekurangan atau 
kelemahan seperti jatuhnya korban dari pihak sipil Libya namun dengan adanya 
intervensi ini dapat menunjukkan bahwa NATO menghindarkan jatuhnya korban 
jiwa yang lebih banyak akibat konflik yang berkepanjangan di Libya karena 
adanya krisis politik di negara tersebut, sekaligus memperkenalkan sistem 
demokrasi ke negara yang belum pernah mengenal demokrasi sebelumnya. Dan 
jatuhnya korban sipil murni merupakan kesalahan teknis dan non-teknis yang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Revolusi di Timur Tengah bermula sejak akhir 2010 hingga pertengahan 
2011. Dimulai dari Tunisia, lalu ke Mesir, dan kemudian Libya. Di Tunisia, 
suksesnya revolusi ditandai dengan digulingkannya Presiden Zine Abidin Ben Ali 
melalui gerakan massa yang terus terjadi. Gerakan massa ini dipicu oleh aksi 
bakar diri seorang pedagang kaki lima, Muhammad Bouazizi, yang setiap harinya 
harus menyuap pihak keamanan agar diperbolehkan berjualan.
1
 Ditambah lagi 
adanya tindakan represif dari pihak keamanan dalam pengamanan demonstrasi 
masyarakat yang marah akan kematian Bouazizi. Gelombang gerakan massa yang 
terus meningkat seiring dengan meningkatnya kekerasan di Tunisia akhirnya 
memaksa Presiden Ben Ali untuk melarikan diri ke Arab Saudi dan langsung 
digantikan oleh pihak oposisi yang juga membentuk pemerintahan transisi. 
Keberhasilan revolusi di Tunisia dengan cepat tiba ke Mesir yang mana 
warganya juga merasakan ketidakadilan dari pihak pemerintah yang sedang 
berkuasa. Warga Mesir pun kemudian melancarkan gelombang aksi massa yang 
sama seperti di Tunisia, yang ditandai dengan banyaknya demonstrasi dan 
pemogokan. Namun, satu hal yang membuat revolusi Mesir berbeda dengan yang 
terjadi di Tunisia adalah sikap pihak militer yang cenderung netral. Hal inilah 
yang membuat revolusi di Mesir berlangsung dengan cepat dan ditandai dengan 
pengunduran diri Presiden Housni Mobarak pada Jumat, 11 Februari 2011
2
. 
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Apriadi Tamburaka. (2011). Revolusi Timur Tengah. Pustaka Narasi:  Yogyakarta. Hal. 25 
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Setelah mundurnya Mobarak, pihak militer naik sebagai pemegang kekuasaan 
sementara dan pada Kamis, 3 Maret 2011, menunjuk Essam Sharaf sebagai 
perdana menteri yang baru dan sebagai kepala pemerintahan transisi Mesir.
3
 
Kesuksesan kedua revolusi di dua negara tersebut rupanya mengobarkan 
semangat perubahan pada warga Libya. Masa pemerintahan Moammar Khadafy 
selama 42 tahun di Libya memberikan kesengsaraan kepada rakyat Libya akibat 
tindakannya yang tidak berpihak kepada rakyat. Selama pemerintahannya, 
Moammar Khadafy melarang adanya partai politik melalui undang-undang no. 71 
sejak 1972. Bukan hanya itu, Moammar Khadafy juga membatasi aktivitas rakyat 
dalam menyalurkan opini dan aspirasinya melalui media. Menurut Indeks 
Kebebasan Pers, Khadafy sering menampilkan siaran eksekusi di siaran televisi 
nasional dan ditayangkan berulang-ulang dengan tujuan agar rakyatnya takut 
padanya dan tidak akan berani melakukan pembangkangan publik. Hal ini 




Di Libya, warga memulai pergerakannya dari kota Benghazi melalui 
demonstrasi yang disebabkan penangkapan seorang aktivis HAM bernama Fathi 
Terbil, dimana demonstrasi ini diikuti oleh sekitar 500-600 warga.
5
 Demonstrasi 
ini akhirnya berkembang menjadi kerusuhan setelah adanya tindak kekerasan dari 
pihak polisi, yang menyebabkan jatuhnya korban luka-luka dan tewas dari pihak 
demonstran. Hari yang paling menentukan dalam revolusi di Libya adalah pada 
hari Minggu, 19 Februari 2011, tatkala Abdel Fattah Younes, seorang komandan 
pasukan khusus dan pengikut setia Khadafy, memutuskan untuk bergabung 
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dengan pihak oposisi dan mengumumkan bahwa semua peralatan perang yang ada 
di bawah komandonya menjadi milik pihak oposisi, dan semenjak hari itu juga, 




Setelah pertempuran intensif selama beberapa hari, pada tanggal 20 Maret 
2011, para pejuang anti Khadafy akhirnya dapat menguasai penuh kota terbesar 
kedua di Libya, Benghazi. Para pejuang tersebut berhasil merebut kota ini setelah 
mereka berhasil melumpuhkan Brigade Khamis, sebuah satuan perang yang 
sangat ditakuti di Libya, melalui serangan militan selama beberapa hari terhadap 
markas dan gudang persenjataan brigade tersebut. Para pejuang bersenjatakan 
bom molotov tidak mengenal takut selama pertempuran ini. Bahkan ada yang 
melakukan bom bunuh diri dengan sebuah mobil demi menembus dinding markas 
brigade Khamis. Namun perlawanan para pejuang anti Khadafy juga bukan tanpa 
korban. Seorang dokter dari rumah sakit setempat menyatakan bahwa lebih dari 
300 orang tewas selama pertempuran ini.
7
 Setelah Benghazi dikuasai sepenuhnya 
oleh pejuang anti Khadafy, pasukan loyalis Khadafy masih melakukan beberapa 
serangan sporadis ke kota ini akan tetapi mereka sudah tidak dapat mengambil 
alih kota ini kembali. 
Setelah pencapaian yang diperoleh kubu anti Khadafy di Benghazi 
memicu perlawanan serupa di kota-kota lain, pasukan Moammar Khadafy mulai 
tidak bisa berdiam diri. Pasukan Moammar Khadafy  mengepung dan mengambil 
kembali Ras Lanuf, kota minyak strategis Libya di bagian Timur, Brega, 
Ajdabiya. Pasukan Khadafy tanpa ampun menumpas dan menghancurkan 
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perlawanan-perlawanan anti Khadafy yang melawan dengan cukup sengit seperti 
di kota Zawiyah. Pasukan Khadafy bahkan tidak segan-segan menggunakan 
kekuatan kekuatan angkatan udara untuk menjinakkan perlawanan anti Khadafy di 
kota ini. Bahkan serangan pasukan pro Khadafy di kota ini bisa dikatakan yang 
terkejam. Hal inilah yang membuat perlawanan di Timur Libya agak kendor 
karena rasa takut warga akan serangan udara pasukan pro Khadafy yang sewaktu-
waktu dapat menghancurkan mereka apabila mereka tetap melanjutkan 
perlawanan. Hal inilah yang nantinya akan memicu dikeluarkannya Resolusi 1973 
mengenai zona larangan terbang di atas Libya oleh Dewan Keamanan PBB. 
Sementara itu, dunia internasional yang semula diam mulai merespon 
melihat kekejaman Khadafy terhadap rakyatnya sendiri. Pada tanggal 25 Februari 
2011, Presiden Amerika Serikat Barack Obama, mengumumkan penjatuhan 
sanksi atas Libya yang salah satunya berupa pembekuan aset-aset milik Khadafy 
beserta keempat anaknya dan juga pemerintahan Libya.
8
 Setelah Amerika Serikat, 
Italia dan Swiss juga akhirnya mengikuti langkah serupa. Reaksi dunia 
internasional, terutama Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa tidak berhenti 
sampai di situ saja. Mereka bahkan membawa isu ini ke Dewan Keamanan PBB. 
Dalam rapat Dewan Keamanan PBB, setelah melalui perundingan yang alot, zona 
larangan terbang untuk Libya sesuai dengan Resolusi 1973 akhirnya dikeluarkan 
setelah melalui proses voting dimana 10 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB 
memilih “ya” untuk pemberlakuan zona larangan terbang Libya. Sementara 5 
anggota lainnya yaitu Rusia, China, Jerman, India, dan Brasil memilih abstain. 
Selain penerapan zona larangan terbang di atas Libya, resolusi ini juga 
menandakan perlunya intervensi militer internasional di Libya guna melindungi 
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warga sipil. Tanpa menunggu lama, pasukan angkatan udara Perancis langsung 
membuka serangan dengan melakukan pengeboman di kota-kota dimana pasukan 
pro Khadafy menduduki dan mengisolasi warga sipil. Selain itu, pengeboman juga 
dilakukan terhadap infrastruktur-infrastruktur militer pasukan Khadafy. Ini 
dimaksudkan agar penggunaan kekuatan militer pasukan Khadafy dapat ditekan 
seminimal mungkin. Tak lama berselang, pasukan Amerika Serikat, Inggris, 
Kanada, dan beberapa negara lainnya ikut bergabung dengan militer Perancis.
9
 
Keterlibatan NATO dalam konflik di Libya merupakan fenomena 
tersendiri dari rangkaian proses jatuhnya Moammar Khadafy dari posisi sebagai 
pemimpin mutlak Libya. Bentuk keterlibatan NATO di Libya juga, merupakan hal 
yang tidak lazim karena intervensi yang dilakukannya di Libya tidak diberlakukan 
kepada seluruh negara Arab. 
Dari latar belakang inilah, penulis tertarik untuk mengangkat judul 
mengenai “Intervensi Militer NATO Dalam Krisis Politik Libya”.  
Berdasarkan judul ini, akan dikaji lebih lanjut mengenai penyebab krisis politik, 
dan bentuk intervensi NATO di Libya. 
 
B. Batasan Dan Rumusan Masalah 
  Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan kajian yang lebih mendalam, 
maka penulis membahas mengenai kondisi politik Libya sejak Moammar Khadafy 
menjadi pemimpin, hingga terjadinya krisis politik dan masuknya intervensi 
NATO di Libya. 
  Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 
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1. Apakah latar belakang intervensi NATO dalam krisis politik di Libya? 
2. Apakah dampak intervensi NATO dalam krisis politik Libya? 
 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
a. Tujuan Penelitian  
1. Untuk menjelaskan latar belakang intervensi NATO dalam krisis politik di 
Libya. 
2. Untuk menjelaskan dampak intervensi NATO di Libya. 
b. Kegunaan Penelitian  
  Melalui tujuan penelitian tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat 
berguna sebagai: 
1. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan analisa mengenai intervensi 
NATO dalam krisis politik di Libya, baik dari segi latar belakang intervensi, 
bentuk, maupun dampak intervensi NATO tersebut. Serta dapat menjadi 
bahan bacaan bagi peneliti lain yang membahas obyek yang sama dengan 
tulisan ini. 
 
D. Kerangka Konseptual 
  Kerangka konsep yang relevan sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam 
penyusunan penulisan ini, agar penelitian dan pembahasan dalam penulisan dapat 
tersusun secara ilmiah dan sistematis. Oleh sebab itu, penulis menggunakan 
beberapa konsep. Konsep yang pertama adalah konsep krisis politik, dan konsep 
yang kedua adalah konsep intervensi militer. 
  Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang demokratisasi yang terjadi di 
Timur-tengah menjadi perhatian dunia internasional. Pergolakan yang terjadi di 
7 
 
beberapa negara di kawasan tersebut, mengakibatkan ketidakstabilan dalam negeri 
setiap negara yang bergolak tersebut. Hal ini, kemudian menciptakan krisis 
politik, seperti yang terjadi di Tunisia, Mesir, Libya, dan sekarang di Suriah. 
Istilah krisis politik umumnya digunakan dalam kondisi dimana sebuah 
negara mengalami goncangan dalam stabilitas politiknya. Selain itu, krisis politik 
diartikan sebagai “political crisis indicates a disease of the political body that 
threatens to halt the political system. The threat can only be remedied by 
appropriate diagnosis and acceptance of treatment”,10 atau  
political crisis defines a situation where the pursuit of specific objectives 
or a failure to satisfy certain demands by different parties leads to high 
levels of political, social or military mobilization and/or the use of 
violence that does not reach the level of armed conflict and may include 
fighting, repression, coups d‘état, bombings or attacks. If escalated, these 
situations could degenerate into an armed conflict under certain 
circumstances. Tensions are normally linked to: a) demands for self-
determination and self government, or identity issues; b) opposition to the 
political, economic, social or ideological system of a State, or the internal 
or international policies of a government, which in both cases produces a 





Dalam pengertian krisis politik ini, situasi tersebut digambarkan sebagai 
kondisi dimana negara terpecah belah karena adanya beda kepentingan antara 
beberapa kelompok dalam pemerintah. Hal ini seringkali akan memicu terjadinya 
perebutan kekuasaan guna mewujudkan kepentingan masing-masing kelompok. 
Dalam perebutan kekuasaan ini, para pihak yang berseteru biasanya akan 
menggunakan kekuatan sosial atau militer seperti pengerahan massa atau pihak 
militer namun tidak sampai kepada terjadinya konflik bersenjata. Namun dalam 
                                                          
10
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Socio Political Crisis. Diakses dari 
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keadaan tertentu, krisis politik bisa berlanjut dan berkembang menjadi konflik 
bersenjata. 
Terjadinya krisis politik biasanya diwarnai dengan pelanggaran Hak Asasi 
Manusia (HAM), terutama pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah 
terhadap para demonstran atau pihak yang menentangnya untuk meredam aksi 
perlawanan yang terjadi. Adanya pelanggaran HAM ini yang mendorong 
lingkungan internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), NATO, 
dan Amerika Serikat untuk ikut campur dalam bentuk intervensi untuk mencegah 
dan mengakhiri pelanggaran HAM yang terjadi dan menjamin keselamtan 
masyarakat di negara tersebut. 
Intervensi secara sederhana diartikan sebagai campur tangan dalam 
perselisihan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya).
12
 Istilah 
intervensi dalam dunia politik berarti suatu keadaan dimana ada negara yang 
mencampuri urusan negara lainnya yang jelas bukan urusannya.
13
 Umumnya 
pelaksanaan intervensi militer ke suatu negara menggunakan alasan kemanusiaan, 
yang sering dikenal dengan istilah intervensi humanitarian. Intervensi 
humanitarian menurut J. L. Holzgrefe dalam bukunya “Humanitarian 
Intervention: Ethical, Legal, and Political Dilemmas” merupakan tindakan yang 
melegalkan penggunaan senjata dan kekerasan militer untuk mencegah 
pelanggaran HAM yang lebih parah, bahkan melegalkan menyerang suatu negara 
tertentu tanpa melihat prinsip-prinsip kedaulatan atau:  
―it is the threat or use of force across state borders by a state (or group of 
state) aimed at preventing or ending widespread and grave violations of the 
                                                          
12
Intervensi. Diakses dari http://www.artikata.com/arti-330953-intervensi.html, tanggal 14 April 
2012. 
13
 Intervensi. (2012). Diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Intervensi, tanggal 14 April 2012. 
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fundemental human rights of individuals other than its own citizens, without the 




Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu negara di mana terjadi 
pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar, intervensi militer dapat 
dilakukan. Dalam kasus dimana pemerintah yang melakukan tindak pelanggaran 
hak asasi manusia terhadap rakyatnya, maka hak-hak kedaulatan negara tersebut 
tidak perlu lagi dihargai. Negara atau komunitas internasional dapat mengambil 
langkah untuk melakukan intervensi dengan otorisasi dari organisasi atau 
komunitas yang berhak untuk memberikan otorisasi. 
 
E. Metode penelitian 
a) Tipe Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif 
yang akan menggambarkan intervensi militer NATO dalam krisis politik Libya. 
Dimulai dari penggambaran Krisis Politik Libya, kemudian menggambarkan 
bentuk Intervensi NATO dalam Krisis Politik di Libya. 
 
b) Jenis Data 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder 
yang diperoleh  dari berbagai sumber dan literatur yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti. Data sekunder yang dikumpulkan ini, baik yang bersifat 
kualitatif, maupun yang bersifat kuantitatif, selanjutnya akan dianalisis, dimana 
penulis akan menjawab permasalahan berdasarkan  fakta-fakta dan data yang 
penulis peroleh. 
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c)  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang akan  digunakan oleh penulis adalah telaah 
pustaka (library research) yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah 
sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik berupa 
buku-buku, jurnal, dokumen, serta artikel-artikel dalam majalah maupun surat 
kabar. Bahan-bahan tersebut akan diperoleh dari berbagai tempat, baik dari 
perpustakaan maupun dari instansi yang terkait dengan bahan skripsi ini yaitu: 
a. Perpustakaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta 
b. Perpustakaan Kedutaan Besar Prancis di Jakarta 
c. Perpustakaan Kedutaan Besar Libya di Jakarta 
d. Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS) di Jakarta 
e. Perpustakaan Kementrian Luar Negeri di Jakarta  
f. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin di Makassar 
g. Perpustakaan Departemen Luar Negeri Indonesia di Jakarta 
h. Perpustakaan LIPI di Jakarta 
Dalam penelitian ini juga dilakukan teknik pengumpulan data melalui 
metode wawancara terhadap informan ahli yang memiliki pengetahuan lebih 
tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai 
adalah Letkol Laut Alexis Brossolet, Atase Pertahanan Kedubes Prancis di 
Jakarta. 
 
d) Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan teknik 
analisis data kualitatif. Teknik analisis ini akan ditekankan pada data kualitatif 
yang analisisnya akan diarahkan pada data non-matematis. Dukungan data-data 
11 
 
kuantitatif yang berupa angka-angka statistik yang berkaitan dengan obyek 
penelitian akan disertakan untuk memperkuatnya. 
e) Metode Penulisan 
Metode penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode penulisan deduktif dengan terlebih dahulu memberikan gambaran secara 
umum permasalahan yang diteliti, selanjutnya memaparkan secara khusus setiap 
variabelnya dan pengaruh antar-variabel. Kemudian berdasarkan teori-teori dan 























A. Intervensi Humanitarian dan Intervensi Militer Sebagai Salah Satu 
Bentuk Intervensi Humanitarian 
1. Intervensi Humanitarian 
Intervensi humanitarian berasal dari bahasa Inggris “humanitarian 
intervention‖ yang berarti langsung intervensi kemanusiaan atau intervensi 
humanitarian. Intervensi humanitarian berarti tindakan ikut campur atau 
menengahi masalah dalam negeri sebuah negara, yang dilakukan oleh 1 atau 
beberapa negara, yang tergabung ataupun tidak, dalam sebuah komunitas 
internasional atas nama kemanusiaan atau yang menurut Bikhu Parekh: 
“humanitarian intervention is an act of intervention in the internal affairs 
of another country with a view to ending the physical suffering caused by the 
disintegrations or gross misuse of authority of the stat, and helping create 
conditions, in which a viable structure of civil authority can emerge”.15 
 
Dalam definisi ini, dapat dilihat bahwa tujuan utama intervensi humanitarian 
adalah penghentian pelanggaran hak asasi manusia dalam segala bentuk. 
Konsep dasar intervensi humanitarian telah muncul dari abad ke-16 dan 
ke-17. Sejumlah ahli filsafat seperti Hugo Grotius, Emer de Vattel, dan Samuel 
Pufendorf dalam buku-buku mereka telah mengemukakan, walaupun secara 
samar, hak setiap orang untuk melakukan perlawanan bersenjata terhadap segala 
bentuk tirani di negara-negara lain.
16
 Dalam bukunya yang berjudul “De Jure 
Belli ac Pacis” pada tahun 1625, Hugo Grotius yang juga seorang pengacara 
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16
 Hans Kochler. (2001). Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics. 





 menyatakan bahwa semua negara (yang dibahasakan 
sebagai komunitas individu), dapat menggunakan haknya (untuk melakukan 
intervensi) demi orang-orang yang tertindas. Dalam buku ini juga disebutkan 
bahwa penggunaan kekuatan (militer) penuh untuk menghentikan penderitaan 
manusia itu dimungkinkan.
18
 Konsep intervensi humanitarian dari Grotius 
tersebut masih memberikan pengaruh yang kuat dalam intervensi humanitarian 
dalam hubungan internasional saat ini. 
Namun, konsep mengenai intervensi humanitarian yang lebih spesifik 
mulai muncul pada abad ke 19. Selama periode ini, konsep intervensi 
humanitarian yang telah berkembang digunakan oleh negara-negara besar Eropa 
sebagai pembenaran melakukan intervensi ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh 
Kekaisaran Ottoman Turki, seperti dalam ekpedisi Prancis ke Suriah. Konsep 
yang ada selama periode ini bertahan hingga berakhirnya Perang Dunia II pada 
abad ke-20. 
Setelah mengalami kebekuan pada periode berdirinya PBB hingga periode 
Perang Dingin karena adanya peraturan yang pembatasan penggunaan dan tujuan 
penggunaan kekuatan (baik militer, ekonomi, maupun diplomasi), konsep 
intervensi humanitarian kembali bangkit. Esensi dari konsep tradisional intervensi 
humanitarian begitu terasa pada intervensi humanitarian abad ini. Bila 
sebelumnya norma hukum internasional (Piagam PBB) menjadi acuan utama, 
pada masa sekarang ini negara-negara besar lebih mengedepankan filosofi 
moral,
19
 dimana mereka menganggap sebagai bangsa yang bermoral mereka harus 
menolong yang memerlukan bantuan meskipun tanpa diminta. Bahkan sebagian 
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 Nicholas Wheeler. (2000). Saving Strangers. Oxford University Press Inc., New York. Hal. 45. 
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 Ibid, hal. 2. 
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 Hans Kochler. (2001). Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics. 
MG-Studio. Vienna, Austria. Hal. 19. 
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kalangan menilai bahwa hak asasi lebih penting daripada kedaulatan sebuah 
negara sehingga intervensi humanitarian dapat dilakukan tanpa 
mempertimbangkan kedaulatan negara yang akan diintervensi, karena pada situasi 
seperti ini kedaulatan adalah hal yang sudah tidak penting lagi, seperti menurut 
Greenwood: 
 
“..it is no longer tenable to assert whenever a government massacres it‘s 
own people or a state collapses into anarchy that international law forbids 
military intervention altogether.”20 
 
Pada masa sekarang ini intervensi humanitarian dalam rangka bahkan 
dapat dilakukan tanpa otorisasi atau persetujuan PBB sebagai komunitas 
internasional yang berwenang untuk menentukan apakah intervensi dapat 
dilakukan atau tidak. Ini dapat dilihat dari definisi intervensi humanitarian 
menurut Saban Kardas sebagai berikut:  
 
“Forcible action by states to prevent or to end gross violations of human 
rights on behalf of people other than their own nationals, through the use 
of armed force without the consent of the target government and with or 
without UN authorization”.21 
 
 
Pada era ini, intervensi humanitarian ditujukan tidak hanya bagi situasi di 
mana terjadinya penderitaan karena adanya tindakan represif dari pemerintah, 
namun juga diarahkan ke situasi seperti konflik internal dalam sebuah negara, 
perpecahan negara, dan gagalnya sebuah negara menjalankan pemerintahan 
(negara gagal), yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia 
dalam skala besar. Dewan Keamanan PBB bahkan mulai menilai pelanggaran hak 
asasi manusia secara besar-besaran dan konflik sipil sebagai ancaman terhadap 
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 Saban Kardas. (2001). Op cit, hal. 4. 
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 Saban Kardas. (2001). Op cit, hal. 2. 
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keamanan internasional, yang mana menjadi salah satu syarat utama diizinkannya 
penggunaan kekuatan militer untuk melakukan intervensi. Di era ini juga, 
kebanyakan intervensi humanitarian dilakukan beberapa negara, yang diotorisasi 
oleh Dewan Keamanan PBB. Ini memperlihatkan bukti transparan bahwa PBB 
telah mulai menerima adanya intervensi humanitarian. Hal ini dapat dilihat juga 
pada jumlah intervensi kemanusiaan yang diotorisasi Dewan Keamanan PBB 
melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB. Sejak 1989, PBB telah mengotorisasi 
intervensi humanitarian dalam bentuk penjatuhan embargo sebanyak 14 kali dan 
intervensi militer sebanyak 11 kali hingga 2001.
22
 
Walaupun sudah sangat sering digunakan di era paska perang dingin, 
namun hingga saat ini, intervensi humanitarian belum memiliki konsensus 
ataupun pijakan hukum internasional. Hal inilah yang selalu menjadi perdebatan 
dalam dunia politik internasional. Intervensi humanitarian telah menjadi norma de 




2. Intervensi Militer Sebagai Salah Satu Bentuk Intervensi 
Humanitarian 
Berbicara mengenai intervensi humanitarian, persepsi yang muncul akan 
langsung tertuju pada intervensi militer. Berbagai definisi mengenai intervensi 
humanitarian mengikutsertakan penggunaan kekuatan militer sebagai alat untuk 
pelaksanaan intervensi ini, seperti yang dikemukakan oleh Adam Roberts berikut 
ini: 
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“..military intervention in a state, without the approval of it‘s authorities, 
and with the purpose of preventing widespread suffering or death among the 
inhabitants”.24 
 
dan juga menurut Fernando R. Teson, yaitu: 
“..the proportionate international use or threat of military force, 
undertaken in principle by a liberal government or alliance, aimed at ending 
tyranny or anarchy, welcomed by the victims, and consistent with the doctrine of 
double effect”.25 
 
dimana keduanya memberikan definisi intervensi humanitarian sebagai intervensi 
dengan tujuan yang sama yaitu kemanusiaan namun dengan penggunaan kekuatan 
militer yang menunjukkan bahwa bentuk intervensi humanitarian itu adalah 
mutlak intervensi militer. 
Akan tetapi, intervensi humanitarian sebenarnya memiliki setidaknya 2 
bentuk. Berdasarkan sifatnya, intervensi humanitarian digolongkan ke dalam 2 
kategori menurut J. L. Holzgrefe,
26
 yaitu intervensi yang tidak bersifat memaksa 
dan intervensi yang bersifat memaksa. Intervensi yang tidak bersifat memaksa di 
antaranya adalah pemberian sanksi atau embargo dalam bidang ekonomi, 
diplomatik, atau lainnya. Intervensi dalam kategori ini adalah bentuk intervensi 
dimana masih diusahakannya cara damai untuk menyelesaikan konflik yang 
terjadi. 
Kategori yang ke-2 adalah intervensi yang bersifat memaksa. Intervensi 
inilah yang dikenal sebagai intervensi militer. Intervensi dengan menggunakan 
kekuatan militer ini dijadikan pilihan terakhir untuk mengatasi konflik dalam 
suatu negara apabila upaya damai dan persuasif menemui jalan buntu. Contoh 
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penerapan intervensi ini adalah intervensi NATO ke Kosovo dan Libya. Intervensi 
dengan menggunakan aset-aset militer NATO utamanya kekuatan udara dilakukan 
setelah berbagai upaya damai yang dilakukan sebelumnya gagal. Dalam kasus di 
Libya, beberapa upaya dan intervensi non-militer telah dilakukan oleh beberapa 
negara seperti Amerika Serikat, Swiss, dan beberapa negara lainnya berupa 
pembekuan aset Moammar Khadafy yang ada di negara mereka. PBB pun juga 
telah berusaha melalui himbauan, seruan, dan penjatuhan embargo melalui 
beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB atas Libya agar Khadafy mau 
menghentikan penggunaan kekuatan militer terhadap rakyatnya sendiri. Tetapi 
karena tidak berhasil, PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973 
mengotorisasi pelaksanaan operasi militer ke Libya oleh pasukan koalisi di bawah 
pimpinan NATO. 
Gareth Evans memaparkan 5 kriteria yang harus ada dalam pelaksanaan 
intervensi militer agar dapat dikatakan sebagai intervensi humanitarian.
27
 Kriteria 
yang dia harapkan dapat diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB dan digunakan 
di seluruh dunia untuk melegitimasi sebuah intervensi humanitarian dengan 
kekuatan militer. Ke-5 kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Just Cause: Adanya alasan yang jelas untuk melakukan intervensi, seperti 
adanya korban tewas dalam jumlah yang besar karena kacaunya pemerintahan 
atau perpolitikan dalam suatu negara dan (atau) adanya pembersihan etnis 
(genosida) dalam skala besar. Dalam kriteria ini, akan ada standar dalam jumlah 
korban dan situasi yang terjadi, yang ditetapkan untuk menjalankan intervensi 
militer. Apabila yang jumlah korban selama terjadinya krisis atau kejadian-
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18 
 
kejadian yang terjadi belum mencapai standar untuk penggunaan kekuatan militer 
untuk mengintervensi maka dapat digantikan dengan intervensi dalam bentuk 
lainnya, misalnya pemberian sanksi. 
2. Right Intention: Kriteria ini mengisyaratkan bahwa benar adanya tujuan 
humanitarian yang diusung dalam melakukan intervensi militer ke dalam suatu 
negara yang sedang bermasalah. 
3. Last Resort: Intervensi militer menjadi usaha terakhir dalam rangkaian 
intervensi humanitarian yang sedang dilaksanakan. Sebelum mengintervensi 
sebuah negara dengan kekuatan militer, harus ada upaya-upaya secara damai atau 
intervensi non-militer yang dilaksanakan. Apabila semua opsi intervensi 
humanitarian non-militer dan upaya-upaya damai gagal, intervensi militer akan 
menjadi usaha terakhir. 
4. Proportional Means: Kriteria ini akan memperhitungkan apakah skala, durasi, 
dan intensitas sebuah intervensi sudah dinilai cukup untuk mencapai tujuan 
utamanya yaitu perlindungan terhadap hak asasi rakyat dalam negara yang akan 
diintervensi. 
5. Reasonable Prospects: Peluang kesuksesan sebuah intervensi harus dinilai 
besar oleh pihak yang akan melegitimasi sebuah intervensi. Selain itu, 
konsekuensi apabila intervensi dilakukan juga akan menjadi pertimbangan, 
apakah lebih baik bila dilakukan intervensi ataukah lebih buruk daripada apabila 
intervensi tidak dilakukan. 
Dalam pelaksanaannya, intervensi humanitarian juga memberi dampak di 
luar nilai kemanusiaan. Dampak ini utamanya dapat dilihat dalam sebuah 
intervensi ke sebuah negara yang memiliki rezim pemerintahan yang 
menyalahgunakan kekuasaannya atau “abuse of power” untuk memperpanjang 
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kekuasaannya dan menindas rakyatnya atau melakukan kekerasan terhadap 
rakyatnya karena menuntut perubahan rezim atau pemerintahan. Setelah intervensi 
humanitarian berhasil menggulingkan rezim yang berkuasa, negara-negara yang 
melakukan intervensi akan melakukan demokratisasi atau menanamkan dan 
menerapkan sistem demokrasi yang sebelumnya tidak pernah dipakai atau bahkan 
tidak pernah diketahui di negara tersebut. 
 
B. Paradigma Dalam Politik Internasional Mengenai Intervensi Militer 
Intervensi humanitarian keberadaannya sangat krusial. Pro dan kontra 
mengenai intervensi humanitarian masuk dalam berbagai ranah, mulai dari hukum 
hingga politik internasional. Dalam politik internasional, intervensi humanitarian 
utamanya dalam bentuk intervensi militer, menjadi perdebatan panjang antara 
kaum realis dan idealis serta kaum liberalis, dengan pendapatnya masing-masing, 
mulai dari dasar-dasar pelaksanaan intervensi, pengaturan dan perancangan 
intervensi, dan penerapan atau pelaksanaan intervensi. Belum lagi tidak adanya 
konsensus atau persetujuan umum mengenai intervensi humanitarian. Secara garis 
besar, dapat dikategorikan bahwa kalangan realis adalah kelompok anti-intervensi 
atau mereka yang tidak menyetujui keberadaan intervensi humanitarian terlebih 
dengan penggunaan kekuatan militer, sedangkan kaum liberalis adalah kebalikan 
dari realis menjadi pihak yang mendukung adanya intervensi humanitarian dan 
mendukung perlunya dilakukan intervensi dengan kekuatan militer pada kondisi 
tertentu. Dalam sub bahasan ini, penulis akan menelaah paradigma mengenai 




Bagi kaum realis, intervensi humanitarian tak pernah lepas dari 
kepentingan nasional negara yang melakukan intervensi.
28
 Negara-negara yang 
melakukan intervensi bisa saja melakukan manipulasi terhadap alasan 
kemanusiaan dan menciptakan doktrin kemanusiaan untuk melakukan intervensi. 
Dalam arti, alasan kemanusiaan untuk mengintervensi sebuah negara hanya 
sebagai tameng bagi tujuan dasar negara tersebut yaitu pelaksanaan kepentingan 
nasional negara tersebut dan (atau) doktrin kemanusiaan tersebut akan digunakan 
oleh negara-negara kuat terhadap negara-negara kecil yang kepentingan 
nasionalnya berlawanan dengan kepentingan nasional negara-negara kuat tersebut. 
Dari pihak anti-intervensi, ada beberapa poin yang menjadi titik keberatan 
mereka atas intervensi militer dalam rangka intervensi humanitarian, dan 
membentuk paradigm mereka terhadap intervensi humanitarian. Thomas Frank 
dan Nigel Rodley pada tahun 1973 menyatakan bahwa intervensi humanitarian 
tidak boleh diizinkan karena bertentangan dengan aturan pelarangan penggunaan 
kekuatan militer yang diatur dalam Piagam PBB Pasal 2 Ayat 4.
29
 Frank dan 
Rodley berpendapat bahwa dengan lebih ketatnya aturan ini, maka 
penyalahgunaan doktrin kemanusiaan oleh suatu negara untuk melakukan 
intervensi atas negara lain bisa dihindari. Pernyataan mereka didasarkan atas 
penelitian mereka atas kasus-kasus yang menyerupai intervensi humanitarian 
sebelum dan sesudah tahun 1945. Mereka mengklaim bahwa hasil penelitian 
mereka tersebut menunjukkan banyaknya penggunaan doktrin kemanusiaan untuk 
melegalkan sebuah intervensi humanitarian, yang dideskripsikan sebagai berikut: 
“very few, if any, instanceshas the right been asserted under circumstances that 
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appear more humanitarian than self-interested and power seeking”30. Pernyataan 
Frank dan Rodley ini menegaskan bahwa hanya sedikit intervensi militer yang 
benar-benar membawa misi kemanusiaan dalam pelaksanaannya daripada hanya 
sekedar penggunaan doktrin kemanusiaan sebagai alasan untuk mengintervensi. 
Poin selanjutnya yang dikritik oleh kaum realis mengenai intervensi 
militer dalam konteks intervensi humanitarian adalah penggunaan para tentara 
dari negara yang akan melakukan intervensi dan juga pengeluaran negara yang 
pasti sangat besar untuk melakukan sebuah operasi militer dalam rangka 
intervensi humanitarian sangatlah tidak relevan dan cenderung mengarah ke 
kerugian bagi negara tersebut. Kaum realis menilai bahwa ini adalah sebuah hal 
yang sia-sia. Menurut mereka, satu-satunya kondisi dimana suatu negara harus 
menggunakan kekuatan militer adalah apabila kepentingan nasional mereka yang 
bersifat vital atau paling utama dipertaruhkan atau terancam gagal
31
. Hal lain yang 
mungkin dapat berpengaruh dalam poin ini apabila kepentingan nasional tidak 
terlibat adalah pertimbangan geopolitik
32
. Suatu negara bias saja mengintervensi 
negara lain atas nama kemanusiaan dengan tujuan mendapatkan pengaruh di 
negara tersebut dan tidak menutup kemungkinan bias menempatkan pasukannya 
di negara tersebut dalam jangka waktu tertentu guna pengawasan di wilayah 
tersebut. 
Poin terakhir yang menjadi pertimbangan ketidaksetujuan kaum realis 
terhadap intervensi humanitarian adalah pertimbangan atas nyawa personil militer 
atau non-militer mereka. Mengorbankan nyawa warga negara sendiri demi 
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menyelamatkan orang asing menurut kaum realis tidak boleh dilakukan oleh 
negara karena secara normatif negara memiliki tanggung jawab eksklusif terhadap 
warga negaranya dan negara mereka adalah urusan mereka sebagai warga negara 
sendiri pula.
33
 Pernyataan ini didukung pula oleh Samuel P. Huntington yang 
dalam pemaparannya mengenai poin ini dengan menyertakan contoh kasus dari 
intervensi humanitarian yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Somalia. Ia 
menilai bahwa tewasnya pasukan Amerika Serikat dalam intervensi humanitarian 
ke Somalia tidak dapat diterima. Pernyataan Huntington adalah sebagai berikut: 
“it is morally unjustifiable and politically indefensible that members of the [US] 
armed forces should be killed to prevent Somalis from killing one another”34. 
Pernyataan ini menunjukkan bahwa tewasnya 18 tentara Amerika Serikat tersebut 
tidak dapat diterima baik secara moral maupun politis hanya karena mencegah 
warga Somalia yang mereka tidak kenal sama sekali, saling membunuh satu 
dengan yang lain. 
Tokoh realis seperti Michael Ignatieff dan Simon Jenkins juga memberi 
pernyataan yang intinya sama yakni intervensi humanitarian dengan pelibatan 
militer adalah hal yang sia-sia dan semua negara tidak perlu melibatkan diri dalam 
urusan pelanggaran hak asasi manusia di luar batas negaranya. Ignatief juga 
menyinggung intervensi militer Amerika Serikat di Somalia. Ia menyebut 
intervensi tersebut adalah contoh arogansi negara-negara imperialis, di mana 
Amerika Serikat percaya mereka dapat masuk dan menghentikan peperangan 
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antar klan di Somalia, dan kemudian memberikan tugas selanjutnya bagi PBB 
setelah itu.
35
 Sedangkan Jenkins pada 1997, ia memaparkan bahwa: 
“What is the basis on which you decide that a particular outrage against 
human rights in a particular country which has not, necessarily, threatened cross-
borders is something in which you should involve yourself? What is the military 
objective that you take… How do you know that you have won this particular 
conflict? Most important of it all, it becomes quite difficult, at a certain stage, to 
justify asking your own troops… to commit their lives to the defence of—what?‖36 
 
Dalam pertanyaannya tersebut, Jenkins ingin agar publik dengan opininya 
masing-masing menjawab apa yang mereka dapat  dari pengorbanan personil 
militer dalam konflik seperti ini (intervensi militer), yang tujuannya sepertinya 
tidak jelas. 
Poin selanjutnya adalah poin yang krusial. Hal yang menjadi pertimbangan 
kaum realis karena diperdebatkan keberadaannya secara luas, yaitu korban sipil 
karena intervensi itu sendiri. Menurut mereka, intervensi humanitarian akan 
kehilangan nilai humanitariannya bila ada korban jiwa dari pihak sipil yang 
seharusnya mereka selamatkan. Menurut Mona Fixdal dan Dan Smith, intervensi 
hanya bisa dikatakan intervensi humanitarian jika dapat memberikan lebih banyak 
dampak yang baik daripada menciptakan bahaya baru bagi para korban.
37
 Hal ini 
menurut kelompok anti-intervensi disebabkan karena tidak adanya jaminan bahwa 
intervensi humanitarian atas sebuah negara yang melakukan (atau terjadi) 
pelanggaran hak asasi manusia di dalam wilayahnya, akan menyelamatkan banyak 
nyawa atau bahkan malah menyebabkan lebih banyak yang tewas. Seperti yang 
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dikemukakan oleh Richard Falk berikut ini: “an initially humanitarian orientation 
is no assurance that the undertaking will retain that character under pressure‖.38 
Semua persepsi yang ditunjukkan oleh kaum realis di atas memaparkan 
dengan jelas ketidaksetujuan mereka akan pelaksanaan intervensi humanitarian, 
terlebih dalam penggunaan kekuatan militer. Dari sudut pandang yang 
berseberangan, kaum idealis dan liberalis juga meberikan dan menjelaskan 
pandangan-pandangan mereka, mengapa mereka memilih untuk mendukung perlu 
dilakukannya intervensi militer dalam kondisi tertentu. Mereka bahkan 
menyerukan  diadakannya konsensus untuk intervensi humanitarian dan dibuatnya 
ketentuan hukum yang mengatur intervensi humanitarian dalam hukum 
internasional. 
R. J. Vincent menyatakan bahwa jika terjadi pelanggaran hak asasi 
manusia besar-besaran dan sistematis dalam sebuah negara maka komunitas 
internasional kemungkinan akan mendapat tugas untuk melakukan intervensi 
humanitarian.
39
 Akan tetapi Vincent lebih jauh menambahkan bahwa sebelum 
melakukan intervensi, negara-negara yang akan melakukan intervensi sebaiknya 
memenuhi beberapa persyaratan yang disediakan oleh kelompok anti-intervensi.
40
 
Persyaratan-persyaratan tersebut adalah 5 persyaratan yang penulis telah bahas 
pada sub bab sebelumnya yaitu: Just Cause, Right Intention, Last Resort, 
Proportional Means, dan Reasonable Prospects. Sedangkan bagi Michael Walzer, 
ia berpendapat bahwa intervensi humanitarian dapat dibenarkan apabila 
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digunakan sebagai reaksi atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang 
sangat besar atau dalam kutipannya: “(humanitarian intervention) is justified 
when it is a response (with reasonable expectations of success) to acts ―that shock 
the moral conscience of mankind”, dan juga pembenaran bagi tindakan 
(intervensi) unilateral bila tak ada pilihan tindakan lain yang tersedia secepatnya.
41
 
Tidak adanya indikator yang tepat mengenai definisi pelanggaran hak 
asasi manusia telah mencapai pada tahap darurat membuat kelompok pendukung 
intervensi humanitarian menentukannya sendiri. Menurut mereka, berusaha 
menentukan indikator ini dari jumlah orang yang tewas akibat adanya pelanggaran 
hak asasi manusia adalah suatu tindakan yang sewenang-wenang. Bagi mereka 
hak asasi manusia dalam keadaan darurat adalah pada saat satu-satunya harapan 
untuk menyelamatkan nyawa orang-orang di negara yang sedang bergejolak 
(dalam hal ini terjadinya genosida seperti di Rwanda dan terjadinya krisis politik 
seperti di Libya) adalah masuknya pihak asing untuk menyelamatkan mereka.
42
 
Menurut Fernando Teson, intervensi juga bisa dilakukan bila dalam suatu negara 
yang mengalami krisis politik, rezim yang berkuasa secara sewenang-wenang dan 
anarkis tidak diakui lagi keberadaannya.
43
 
Beberapa figur dari kelompok yang mendukung adanya intervensi  
humanitarian dalam keadaan seperti di atas bahkan berpendapat bahwa untuk 
melakukan intervensi humanitarian, negara-negara yang akan melaksanakan 
intervensi tidak perlu menunggu hingga keadaan sampai pada level darurat. 
Wheeler dan Bazyler memberikan pernyataan mereka masing-masing mengenai 
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hal ini. Wheeler menyatakan bahwa intervensi humanitarian tidak perlu 
menunggu situasi darurat karena bisa menyebabkan terlambatnya menyelamatkan 
para korban.
44
 Bazyler bahkan membolehkan intervensi humanitarian dilakukan 
bahkan sebelum terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau pembantaian, 
asalkan didasari dengan adanya bukti yang jelas bahwa akan adanya pelanggaran 
hak asasi di sana dan akan adanya korban tewas.
45
 Namun tanggapan Bazyler 
banyak dipertanyakan oleh berbagai pihak karena akan kembali lagi ke pertanyaan 
mendasar mengenai siapa yang akan menentukan apa yang bisa dianggap sebagai 
bukti yang jelas akan terjadinya pembantaian dalam suatu kasus bergejolaknya 
sebuah negara. 
Lebih lanjut, kalangan pendukung intervensi humanitarian menerangkan 
bahwa bila ditinjau dari segi moral, setiap negara di dunia ini bertanggungjawab 
untuk menjaga hak asasi manusia tidak hanya di dalam wilayah negaranya akan 
tetapi juga di luar wilayah mereka. Tanggung jawab ini meliputi penempatan 
personil militer mereka yang merupakan warga negara, dalam bahaya untuk 
menyelamatkan korban pelanggaran hak asasi manusia di dalam atau luar wilayah 
mereka. Inilah yang merupakan alasan kunci kalangan ini mendukung adanya 
intervensi humanitarian. Pernyataan ini bisa saja ditentang oleh kalangan anti-
intervensi militer dengan argumentasi moral bahwa negara tidak berhak untuk 
memerintahkan personil militer mereka untuk berperang dan tewas dengan alasan 
humanitarian, namun, kalangan pendukung intervensi juga memiliki argumentasi 
pendukung yang kuat mengenai hal ini. Argumentasi itu adalah mengenai 
pernyataan yang dibuat oleh para personil militer tersebut sebelum masuk ke 
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Legitimasi intervensi militer yang terus dipersoalkan kaum realis karena 
berpotensi menimbulkan penyalahgunaan intervensi humanitarian dan jatuhnya 
nilai hukum internasional, mengundang argumentasi dari pihak liberalis. Kaum 
liberalis berpendapat bahwa pernyataan di dalam pembukaan Piagam PBB dan di 
dalam Pasal 1 (Ayat 3), Pasal 55, dan Pasal 56, yaitu kesediaan seluruh negara-
negara anggota PBB untuk mempromosikan hak asasi manusia, merupakan 
bentuk legitimasi untuk menjaga hak asasi manusia, termasuk melakukan 
intervensi oleh negara anggota bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia di suatu 
negara atau seperti yg dikemukakan oleh tokoh pendukung intervensi 
humanitarian, Teson, yakni: “promotion of human rights is as important a 
purpose in the Charter as is the control of International conflict”47. Pernyataan 
Teson ini dapat diartikan sebagai pemberian izin untuk melakukan intervensi 
dapat dilakukan oleh komunitas internasional yang berwenang PBB, dalam hal ini 
Dewan Keamanan PBB, apabila Dewan Keamanan PBB merasa bahwa konflik 
yang terjadi sudah menjadi konflik bertaraf internasional yang mengundang 
perhatian banyak pihak. 
Menanggapi argumen realis mengenai jatuhnya korban sipil karena 
intervensi itu sendiri, pendukung intervensi humanitarian menjelaskan bahwa hal 
itu dapat dibenarkan apabila dalam keadaan terpaksa dan tanpa disengaja, dalam 
rangka penyerangan terhadap target militer yang sah, seperti dalam doktrin 
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“double effect‖48 yang dikembangkan oleh teolog-teolog Katholik dan banyak 
dipakai pada abad pertengahan.
49
 Contohnya dalam sebuah penyerangan terhadap 
rudal anti-pesawat tempur pihak lawan. Pada saat menyerang fasilitas militer 
tersebut dengan bom, ada warga sipil yang tanpa sengaja juga tewas terkena 
ledakan bom tersebut. Kematian pihak sipil ini disebut Walzer sebagai hal yang 
tidak diinginkan dan tidak diduga.
50
 
Sementara itu, untuk menanggapi motif tersembunyi yang kadang diusung 
oleh negara yang akan melakukan intervensi ke sebuah negara dan diselubungi 
dengan motif humanitarian, Teson kembali memberi pernyataan yang di mana ia 
menegaskan bahwa suatu intervensi humanitarian dinilai bukan dari apakah ada 
motif lain di balik motif humanitariannya, akan tetapi bagaimana intervensi 
tersebut berhasil menghentikan perampasan hak asasi manusia di negara yang 
diintervensi atau: “The true test is wether the intervention has put an end to 
human rights deprivations. That is sufficient to meet the requirement of 
disinterestedness, even if there are other, non-humanitarian reasons behind the 
intervention‖.51 Itulah mengapa negara-negara liberalis yang menggunakan 
intervensi humanitarian sebagai selubung tujuan utama mereka seperti untuk 
memperkenalkan demokrasi, tidak pernah merasa terganggu dengan keberatan 
kaum realis akan adanya tujuan tersembunyi ini karena mereka merasa tujuan 
utama mereka yaitu penegakan kembali hak asasi manusia di negara yang 
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diintervensi telah berhasil dan berarti intervensi mereka sukses dan bisa 

























PROFIL NATO, KONDISI LIBYA PRA-KRISIS POLITIK DAN KRISIS 
POLITIK LIBYA 
 
A. North Atlantic Treaty Organization 
a. Profil NATO 
1) Sejarah 
NATO adalah sebuah organisasi persekutuan di bidang keamanan dan 
politik dengan tujuan utama adalah pertahanan kolektif dari semua negara-negara 
yang menjadi anggotanya, dan pemeliharaan kedamaian di daerah Atlantik 
Utara.
52
 Perjanjian Brussels, yang tercipta di Brussel, Belgia, atas prakarsa Belgia, 
Belanda, Prancis, Luksemburg, dan Inggris Raya pada 17 Maret 1947
53
 dipercaya 
menjadi awal mula terbentuknya NATO. 
NATO, North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik 
Utara, didirikan secara resmi pada 4 April 1949.
54
 Ditandai dengan 
penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara di Washington D.C. oleh 12 negara 
pada saat itu, 5 negara penandatangan Perjanjian Brussels yaitu Belgia, Belanda, 
Prancis, Luksemburg, dan Inggris Raya serta 7 negara pendukung Amerika 
Serikat, Kanada, Portugal, Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia. NATO 
dibentuk sebagai organisasi persekutuan di antara negara-negara pendiri di mana 
para anggotanya akan saling membela apabila salah satu dari mereka diserang. 
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Perjanjian Atlantik Utara sebagai tonggak kelahiran NATO berisi 14 poin tentang 
prinsip dan kepercayaan negara-negara pendiri dalam pencapaian tujuan mereka 
yaitu kedamaian di antara seluruh manusia dan seluruh negara. Poin paling 
penting dari Perjanjian Atlantik Utara adalah sebagai berikut: 
 
Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah 
satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan 
dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka 
setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, 
dalam menggunakan hak untuk mepertahankan diri secara pribadi 
maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam Pasal ke-51 dari 
Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan 
kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan 
perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan 




Pembentukan NATO sendiri membawa dampak bagi negara-negara 
anggota. Hal ini bisa dilihat dari adanya perubahan dalam terminologi, prosedur, 
dan teknologi militer, di mana yang paling jelas terlihat adalah negara-negara 
anggota dari Eropa mengadopsi penerapan dari Amerika Serikat
56
 yang dianggap 
sebagai pemilik teknologi militer terdepan dan kekuatan militer terbesar di antara 
anggota NATO lainnya. Seiring berjalannya waktu, hal ini membawa negara-
negara anggota NATO dalam kerjasama di bidang persenjataan dan peralatan 
perang. Perjanjian tersebut diimplementasikan ke dalam tujuan-tujuan NATO dari 
4 bidang utama, yaitu politik, militer, sosial-ekonomi, dan teknologi. 
Dalam bidang politik, tujuan utama perjanjian ini adalah untuk 
meningkatkan persatuan NATO sebagai kunci dari pertahanan dan juga 
memperkuat kekuatan poros di mana NATO dikategorikan. Hasil dari perjanjian 
ini selama lebih dari 40 tahun NATO adalah program misil Hawk, Sidewinder, 
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Sea Sparrow, program patroli pesawat maritim Atlantic, program pesawat tempur 
multi-peran Tornado, dan program helikopter NATO NH-90. Dalam bidang 
militer, seperti yang telah dibahas sebelumnya, adalah adanya penerapan 
standarisasi perlengkapan militer yang secara langsung mendukung kemampuan 
pasukan aliansi dalam berbagai operasi, baik di medan air, darat, maupun udara. 
Program ini akan mengambil standar yang paling tinggi yang bisa dicapai tidak 
hanya dari segi peralatan, tetapi juga dalam konsep dan prosedur operasi, sistem 
komunikasi dan informasi, dan konsumsi di wilayah operasi.
57
 
Penawaran ruang lingkup dan efisiensi sumber daya nasional yang terbatas 
menjadi tujuan kerjasama ini pada bidang sosial ekonomi. Tujuan dari kerjasama 
persenjataan dan perlengkapan militer dari bidang ini juga memberikan batasan 
bagi negara yang ingin melakukan pengadaan sumber daya pertahanan agar tetap 
berpegang pada aturan pasar yang tetap berkarakter seperti pasar sipil dan sesuai 
dengan perdagangan komersial. Tujuan kerjasama yang terakhir adalah dari 
bidang teknologi, di mana seluruh negara-negara anggota saling berbagi teknologi 
agar selalu lebih unggul di bidang ini dari setiap musuh potensial. Dalam lingkup 
keamanan dunia yang baru, NATO lebih sangat bergantung pada teknologi 
daripada sebelumnya. Dengan berhasilnya kerjasama di bidang ini, NATO 
berharap dapat melakukan pengurangan pasukan siaga dan lebih menekankan di 




Sejak didirikan secara resmi pada 4 April 1949, keanggotaan NATO telah 
berkembang. Dari semula yang hanya 12 negara anggota pendiri yaitu Belgia, 
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Belanda, Prancis, Luksemburg, Inggris Raya, Amerika Serikat, Kanada, Portugal, 
Italia, Norwegia, Denmark, dan Islandia, saat ini NATO telah memiliki 28 negara 
anggota. Beberapa negara bahkan adalah negara bekas anggota Pakta Warsawa, 
pakta pertahanan negara-negara Eropa Timur dan Balkan bentukan Rusia yang 
menjadi pihak yang sangat berseberangan dengan NATO selama masa Perang 
Dingin dan beberapa tahun setelahnya. Bergabungnya negara-negara Balkan 
tersebut disebabkan karena berhasilnya operasi penciptaan dan penjagaan 
perdamaian NATO di kawasan Balkan Barat seperti di Macedonia, yang secara 
tidak langsung telah mempromosikan “Open Door Policy‖ atau Kebijakan Pintu 
Terbuka NATO bagi negara-negara di kawasan tersebut.
59
 Kebijakan ini adalah 
kebijakan NATO yang memperlihatkan bahwa NATO bersedia untuk menerima 
negara-negara mana saja di Eropa yang mau bergabung untuk menciptakan 
stabilitas dan kerjasama guna membangun Eropa yang damai berdasarkan prinsip-
prinsip demokrasi, bila memenuhi persyaratan yang tertuang dalam “Membership 
Action Plan‖ atau Rancangan Keanggotaan NATO.60  
Negara-negara anggota NATO yang kemudian bergabung adalah sebagai 
berikut: 
1. Albania 2. Bulgaria 
3. Ceko 4. Estonia 
5. Hungaria 6. Jerman 
7. Kroasia 8. Latvia 
9. Lithuania 10. Polandia 
11. Rumania 12. Slovenia 
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13. Slovakia 14. Spanyol 
15. Turki 16. Yunani61 
Negara-negara tersebut bergabung dalam 2 klasifikasi waktu yang berbeda 
yaitu pada masa Perang Dingin dan setelah Perang Dingin. Hanya Yunani, Turki, 
Jerman (sebagai Jerman Barat), dan Spanyol yang bergabung pada masa Perang 
Dingin. Sementara negara-negara anggota lainnya bergabung setelah Perang 
Dingin, termasuk Jerman sebagai Jerman Timur. 
Di antara negara-negara tersebut, hanya Jerman yang tercatat 2 kali 
menjadi anggota NATO. Hal ini disebabkan karena pada saat itu Jerman terbagi 
atas 2 negara yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Sebagai catatan, Prancis juga 
pernah menarik semua armada perangnya secara bertahap dari komando militer 
NATO pada ta hun 1966,
62
 sebagai protes terhadap terlalu kuatnya peranan 
Amerika Serikat dan Inggris dalam organisasi dan meminta agar Prancis juga 
disejajarkan dengan Amerika Serikat dan Inggris dalam struktur organisasi. 
Namun Prancis tidak keluar secara resmi dari NATO meskipun markas besar 
NATO dipindahkan dari Prancis ke Belgia. Prancis bahkan masih menempatkan 
tentaranya di Republik Federal Jerman (Jerman Barat) pada saat itu sebagai 
bentuk dukungan untuk pencegahan serangan komunis di Eropa, meskipun di 
bawah komando langsung dari Prancis. Melalui beberapa pertemuan dan 
pembicaraan rahasia antara pejabat Amerika Serikat dan Prancis, Prancis akhirnya 
kembali memasukkan pasukan tentara dan armada perangnya di bawah komando 
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Perlu dicatat juga bahwa NATO telah menjalin kerjasama dengan Rusia 
pada tahun 2002 dengan dibentuknya Dewan NATO – Rusia.64 Dewan ini 
memungkinkan adanya kerjasama antara negara-negara anggota NATO dan Rusia 
untuk bekerjasama dalam masalah keamanan umum. Hal ini sangat mengejutkan 
mengingat Rusia yang notabene adalah pihak yang berseberangan dengan NATO. 
Dalam NATO, terdapat komite-komite sebagai berikut:   
1. North Atlantic Council (NAC) 
2. Defence Planning Committee (DPC) 
3. Nuclear Planning Group (NPG) 
4. Military Committee (MC) 
5. Executive Working Group (EWG) 
6. High-Level Task Force on  Conventional Arms Control 
7. Joint Committee on Proliferation (JCP) 
8. Politico-Military Steering Committee/Partnership For Peace 
9. NATO Air Defence Committee (NADC) 
10.  Political Committe At Senior Level (SPC) 
11.  Atlantic Policy Advisory Group (APAG) 
12.  Political Committee (PC) 
13.  NATO Consultation Command and Control Board (NC3B) 
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14.  NATO Air Command and Control System (ACCS) Management 
Organisation (NACMO) Board of Directors 
15.  Mediteranian Cooperation Group (MCG) 
16.  Verification Coordinating Committee (VCC) 
17.  Policy Coordination Group (PCG) 
18.  Defence Review Committee (DRC) 
19.  Conference of National Armaments Directors (CNAD) 
20.  NATO Committee for Standardisation (NCS) 
21.  Infrastructure Committee 
22.  Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC) 
23.  Senior NATO Logisticians Conference (SNLC) 
24.  Science Committee (SCOM) 
25.  Committee On Challenges of Modern Society (CCMS) 
26.  Civil and Military Budget Committee (CBC/MBC) 
27.  Senior Resource Board (SRB) 
28.  Senior Defence Group on Proliferation (DGP) 
29.  High Level Group (HLG) 
30.  Economic Committee (EC) 
31.  Committee on Information and Cultural Relations (CICR) 
32.  Council Operations and Exercises Committee (COEC) 
33.  NATO Air-Traffic Management Committee (NATMC) 
34.  NATO Pipeline Committee (NPC) 
35.  Central European Pipeline Management Organisation Board of 
Directors (CEPMO/BOD) 
36.  NATO Security Committee (NSC) 
37 
 
37.  Special Committee 
38.  Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) 
39.  NATO-Russia Permanent Joint Council (PJC) 
40.  NATO-Ukraine Commission (NUC) 
41.  Mediterranean Cooperation Group (MCG)65 
Dalam seluruh komite tersebut, masing-masing negara anggota memiliki 
perwakilan yang akan mewakili mereka dalam pengambilan keputusan pada tiap-
tiap komite tersebut. Dalam beberapa komite khusus, bukan hanya negara-negara 
anggota yang menjadi bagian dari komite tersebut tapi juga negara-negara yang 
terikat kerjasama dengan komite tersebut, seperti dalam NATO-Russia Permanent 
Joint Council (PJC) dan NATO-Ukraine Commision (NUC). Negara-negara 
tersebut juga dilibatkan sepenuhnya dalam pengambilan keputusan komite 
tersebut. 
3) Pengambilan Keputusan dalam NATO 
Dalam NATO, segala pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan 
konsensus
66
 atau persetujuan umum di antara semua negara-negara anggota. 
Meskipun konsensus merupakan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan 
NATO dan telah digunakan sejak pertama kalinya dilakukan pengambilan 
keputusan, konsensus ini sendiri tidak dicantumkan atau dijelaskan dalam Piagam 
Atlantik
67
 sebagai dasar pengambilan keputusan dalam NATO. Di dalam 
Perjanjian Atlantik Utara hanya disebutkan konsultasi antar sesama anggota 
NATO sebagai setiap awal dalam setiap kegiatan kebijakan keamanan resmi. 
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Konsensus juga tetap diterima dengan baik oleh negara-negara anggota walaupun 
memakan banyak waktu sebagai satu-satunya cara pengambilan keputusan dalam 
organisasi sebesar NATO. 
Akan tetapi, sistem konsensus harus dibedakan dari sistem kebulatan 
suara. Meskipun dalam sistem konsensus kebulatan suara juga menjadi indikator 
utama, terdapat perbedaan yang sangat jelas yaitu di mana dalam sistem kebulatan 
suara akan pada akhirnya akan dilakukan voting dan dan suara terbanyak yang 
akan diikuti atau ditetapkan dan diikuti, sedangkan dalam konsensus, tiap negara 
yang tidak sependapat dengan keputusan yang dihasilkan dapat mengajukan 
keberatan. Bila hal ini terjadi, akan dilakukan keputusan yang ada akan ditinjau 
dan didiskusikan ulang sebelum akhirnya diambil keputusan akhir. Dalam sistem 
ini, setiap dewan atau komite yang berkaitan berperan sangat besar dalam 
penghasilan keputusan akhir. 
Dalam sistem ini, tidak ada negara anggota yang bisa dipaksa untuk 
menyetujui sebuah keputusan yang berseberangan dengan negara tersebut atau 
melakukan hal yang tidak diinginkan oleh negara tersebut. Hal ini merujuk pada 
struktur NATO sebagai suatu aliansi dari negara-negara yang merdeka dan 
berdaulat.
68
 Oleh sebab itu, dalam proses pengambilan keputusan NATO, 
konsultasi antar sesama negara anggota menjadi sangat penting karena dengan 
adanya proses ini, perwakilan negara-negara anggota NATO tersebut memiliki 
waktu untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil yang pastinya 
harus sesuai dengan tujuan politik tiap-tiap negara anggota. Dalam proses 
konsultasi ini juga, para perwakilan negara-negara anggota tersebut akan 
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menggunakan waktu ini untuk menarik perhatian perwakilan negara anggota 
lain
69
 yang bisa mempengaruhi keputusan yang dihasilkan. 
Konsep proposal yang merupakan dasar dari hampir semua keputusan 
yang diambil dalam NATO akan dibagikan kepada semua negara anggota oleh 
Sekretaris Jenderal NATO yang mengepalai Dewan Atlantik Utara. Konsep 
proposal ini dapat diajukan oleh Sekretaris Jenderal NATO itu sendiri atau bisa 
pula berasal dari negara-negara anggota. Konsep proposal ini kemudian akan 
dibahas melalui konsultasi baik secara bilateral ataupun multilateral dalam 
berbagai forum.
70
 Jika telah melalui tahap ini dan ada negara anggota yang 
mengajukan keberatan maka Sekretaris Jenderal NATO atau Ketua Dewan atau 
komite yang berkaitan dapat membagikan kembali konsep proposal tapi dalam 
“Silent Procedure‖71 atau prosedur hening. Prosedur ini dimaksudkan untuk 
mencegah adanya perdebatan dari pihak yang pro dan pihak yang kontra dengan 
kebijakan yang akan diambil. Apabila tidak ada negara yang mengajukan 
keberatan kepada Sekretaris Jenderal NATO atau staf internasional yang bertugas 
mencatat keberatan dari negara-negara anggota sebelum tenggat waktu yang 
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO atau Ketua Dewan atau komite yang 
berkaitan, maka konsep proposal itu akan dianggap telah disetujui. Namun apabila 
ada satu negara anggota atau lebih yang mengajukan keberatan, maka konsep 
proposal akan dikembalikan ke dewan atau komite yang berkaitan untuk 
dilakukan perbaikan guna mencapai konsensus. Sebagai catatan, dalam NATO 
terdapat peraturan dimana negara-negara yang mengajukan keberatan tidak akan 
diumumkan oleh NATO ke publik. 
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Dalam kasus di Libya, dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 
No. 1970 dan No. 1973 mengenai penjatuhan sanksi dan pengesahan intervensi 
militer sebagai upaya penghentian kekerasan yang terjadi di Libya dilakukan 
berdasarkan voting dalam Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara 
yang terdiri atas 5 negara anggota tetap (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, 
dan Cina) dan 10 negara anggota tidak tetap (Bosnia Herzegovina, Kolombia, 
Libanon, Nigeria, Portugal, India, Jerman, Brazil, Gabon, dan Afrika Selatan). 10 
dari negara-negara tersebut menyetujui dilakukannya intervensi dan 5 lainnya 
yaitu Cina, India, Rusia, Jerman, dan Brazil menyatakan abstain. 
 Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan 
PBB No. 1973 segera setelah pemungutan suara tersebut mengeluarkan hasil. 
Resolusi ini sebagai bentuk otorisasi dilakukaknnya intervensi militer oleh 
negara-negara anggota PBB di Libya sebagai upaya terakhir menghentikan 
pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut, dengan bekerjasama penuh 
dengan Dewan Keamanan PBB sebagai akibat sikap cuek pemerintah Libya atas 
sanksi embargo melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1970 terhadap 
mereka. 
b. Pengembangan Tujuan NATO 
Sejak didirikan secara resmi di Wahington D.C. pada 9 April 1949, NATO 
telah mengusung tujuan bersama dari para negara-negara anggotanya yaitu 
sebagai koalisi pertahanan bersama (dari serangan negara-negara pro-komunis) 
dan untuk menjaga kedamaian di area Atlantik Utara.
72
 Selain itu juga sebagai 
pencegahan munculnya negara-negara baru yang menggunakan sistem militerisme 
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Selama Perang Dingin, kekuatan militer negara-negara pro-komunis di 
Eropa juga semakin berkembang dan membentuk Pakta Warsawa. NATO melihat 
ini sebagai potensi besar akan terjadinya perang dalam skala besar bila dibiarkan. 
Hal inilah yang kemudian membuat NATO mengembangkan tujuannya yaitu juga 
untuk mencegah terjadinya perang nuklir. Dalam pencapaian tujuan ini, NATO 
mengambil kebijakan “Massive Retaliation”,74 yaitu kebijakan yang 
memperbolehkan NATO menggunakan seluruh kekuatan nuklir mereka bila Pakta 
Warsawa menyerang. Pengambilan kebijakan ini dengan tujuan untuk membuat 
negara-negara Pakta Warsawa untuk berpikir sebelum menyerang negara-negara 
anggota NATO dan memungkinkan negara-negara Eropa untuk berkonsentrasi 
mengembangkan ekonomi mereka daripada membangun kekuatan militer dalam 
skala besar. 
Setelah 63 tahun berdiri, tujuan NATO saat ini sudah sangat berkembang. 
Peristiwa 9/11 adalah peristiwa dimana Amerika Serikat sebagai salah satu 
anggota dewan tertinggi NATO diserang oleh teroris yang secara langsung 
memberikan NATO alasan untuk bisa mengambil tindakan militer. Pemicunya 
dalah salah satu anggotanya mendapat serangan dari luar, seperti yang dijelaskan 
dalam poin ke 5 dalam Perjanjian Atlantik Utara sekaligus menjadi poin 
terpenting pembentukan NATO yaitu: 
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“Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah 
satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap 
sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika 
serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak 
untuk mepertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama.”75  
 
Sejak saat itu, perang melawan terorisme menjadi salah satu tujuan utama 
NATO. Sebanyak 84.000 tentara di kirim ke Afghanistan
76
 dalam rangka 
menjalankan tujuan ini yang bukan hanya dari negara-negara anggota NATO 
tetapi juga melibatkan 12 negara non-anggota NATO dan menjadikan operasi di 
Afghanistan sebagai operasi militer terbesar NATO. Selain perang melawan 
terorisme, NATO juga bertujuan untuk berpartisipasi dalam keamanan dan 
perdamaian dunia dengan bekerjasama dengan negara-negara yang bukan anggota 
NATO, operasi penanganan negara-negara yang mengalami krisis seperti di 
Libya, dan pengendalian ancaman senjata pemusnah massal.
77
 
Pengembangan tujuan NATO dititikberatkan pada penciptaan dan 
penjagaan perdamaian. Penciptaan dan penjagaan perdamaian ini memungkinkan 
NATO melakukan intervensi dalam krisis suatu negara bila diperlukan. Selain 
dari itu, NATO juga cenderung menjadi lebih mendunia dalam tujuan penciptaan 
dan penjagaan perdamaiannya, dimana operasi mereka tidak hanya dalam lingkup 
Atlantik Utara. Pengembangan tujuan dan lingkup operasi NATO dapat dilihat 
dari beberapa operasi NATO di bawah ini: 
1. Operasi anti-terorisme NATO di Afghanistan sebagai reaksi terhadap 
serangan tanggal 11 September 2001 ke Amerika Serikat. Operasi ini 
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merupakan operasi militer terbesar NATO. Operasi ini dimulai pada 
tahun 2001 hingga saat ini.
78
 
2. Intervensi militer NATO di Kosovo yang ditujukan untuk 
menghentikan tindakan represif Yugoslavia terhadap Kosovo. Operasi 
ini dimulai dengan serangan udara terhadap infrastruktur militer dan 
paramiliter Yugoslavia pada bulan Maret 1999. Serangan ini 
berlangsung selama 78 hari dan berhasil membuat Yugoslavia 
menghentikan serangannya dan menarik pasukannya dari daerah 
Kosovo. NATO kemudian menempatkan 5000 pasukannya sebagai 
bagian dari pasukan penjaga perdamaian di Kosovo. Pada bulan 
Agustus 2011, NATO kembali mengirimkan 600 orang pasukan sebagai 
tambahan untuk pasukan penjaga perdamaian di Kosovo seiring dengan 
kembali maraknya pertikaian di utara Kosovo.
79
 
3. Operasi NATO pada tahun 2001 di Macedonia adalah untuk pelucutan 
senjata separatis etnis Albania yang terus melakukan serangan-serangan 
bersenjata di Macedonia. Operasi yang berlangsung selama 30 hari ini 
dilangsungkan atas permintaan resmi dari Presiden Macedonia. Dalam 
operasi ini, NATO mengirimkan sebanyak 3.500 orang tentara yang 
akan melakukan tugas pelucutan senjata di kamp-kamp sukarela. 
Setelah operasi ini berakhir, Pemerintah Macedonia meminta agar 
NATO tetap menempatkan pasukannya di sana untuk perlindungan bagi 
pengawas dari Uni Eropa yang dikirim untuk memantau keadaan paska 
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pelucutan senjata di Macedonia. Operasi NATO di Macedonia berakhir 
pada bulan Maret 2003 setelah Uni Eropa mengambil alih.
80
 
4. Operasi NATO di Irak yang dimulai pada tahun 2004 adalah pelatihan 
militer standar NATO bagi anggota militer Irak. Operasi ini bertujuan 
untuk menyiapkan militer Irak yang baru untuk dapat menjalankan 
penjagaan kedamaian di wilayahnya sendiri sepeninggal NATO dan 
pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat nantinya. Dalam pelatihan 
ini, NATO telah melatih sekitar 15.200 personil militer Irak. Operasi ini 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.
81
 
5. Pengawasan penerapan zona larangan terbang, intervensi militer, dan 
penjagaan perdamaian adalah 3 bagian dari operasi NATO di Bosnia 
Herzegovina yang berlangsung dari tahun 1992 hingga tahun 2004. 
Operasi ini ditujukan untuk menekan serangan Bosnia etnis Serbia 
terhadap etnis lain di Bosnia Herzegovina. Dimulai dengan pengawasan 
penerapan zona larangan terbang pada tahun 1992, yang kemudian 
berubah menjadi intervensi militer karena tidak adanya itikad baik dari 
pimpinan-pimpinan Bosnia etnis Serbia untuk menghentikan serangan 
dan berdamai. Serangan udara yang dilancarkan NATO terhadap 
pasukan Bosnia etnis Serbia pada bulan Agustus dan September tahun 
1995, berhasil memaksa para pemimpin Bosnia etnis Serbia untuk 
menerima perjanjian perdamaian.  
Pada bulan Desember tahun yang sama, pasukan penjaga perdamaian 
pimpinan NATO tiba di Bosnia Herzegovina. Pada tahun 1996 
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penjagaan perdamaian dilanjutkan dengan tibanya pasukan pengganti 
yang tidak hanya berasal dari negara-negara NATO tetapi dari 43 
negara termasuk Rusia. Pada tanggal 2 Desember 2004, pasukan Uni 




6. Sejak tanggal 17 Agustus tahun 2009, NATO meluncurkan operasi  
anti-perompak/bajak laut di Teluk Aden dan Samudera Hindia.
83
 Dalam 
operasi ini NATO melibatkan kapal-kapal perang Amerika Serikat dan 
beberapa pesawat tempur untuk patroli di kawasan tersebut. Operasi 
tersebut bernama operasi “Ocean Shield‖. Selain itu, dalam operasi ini 
NATO juga memberikan pelatihan bagi negara-negara di kawasan 




7. Operasi NATO di Laut Mediterania dimulai pada tanggal 6 Oktober 
tahun 2001. Operasi ini adalah sebagai bagian dari operasi anti-
terorisme setelah peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Operasi ini 
ditujukan untuk membendung aktivitas terorisme yang melalui atau 
terjadi di sekitar Laut Mediterania.
85
  
Selain itu NATO juga menjadi alat untuk mempromosikan demokrasi
86
 
dengan harapan dapat menciptakan stabilitas di negara-negara yang dibantu 
NATO dalam penanganan krisis. NATO juga akan meyakinkan negara-negara 
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yang dibantunya untuk menerima norma-norma baru yaitu norma-norma 
demokrasi bagi negara-negara yang mau menerima penerapan sistem demokrasi
87
 
dari NATO di wilayah mereka. 
c. Bentuk Intervensi Militer NATO Dalam Krisis Politik di Libya 
 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1970 dan 1973 merupakan bentuk 
dari langkah tegas PBB menyikapi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di 
Libya. Setelah melalui berbagai cara non-militer seperti seruan, himbauan, 
peringatan keras, dan sejumlah sanksi, tidak berhasil, PBB kemudian 
mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973 yang mengotorisasi 
pelaksanaan operasi militer di Libya dalam rangka intervensi humanitarian di 
Libya agar Khadafy menghentikan penggunaan aset militer terhadap rakyatnya 
sendiri. 
Setelah dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1970, 
Khadafy dan pasukannya sama sekali tidak menghentikan penggunaan kekuatan 
militer untuk melawan rakyatnya sendiri. Hal ini membuat intervensi dengan 
penggunaan kekuatan militer menjadi upaya terakhir. Akan tetapi, dalam 
memutuskan pelaksanaan intervensi militer PBB tidak serta-merta mengeluarkan 
resolusi. Diadakan voting dalam Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 
negara yang terdiri atas 5 negara anggota tetap (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, 
Rusia, dan Cina) dan 10 negara anggota tidak tetap (Bosnia Herzegovina, 
Kolombia, Libanon, Nigeria, Portugal, India, Jerman, Brazil, Gabon, dan Afrika 
Selatan). 10 dari negara-negara tersebut menyetujui dilakukannya intervensi dan 5 
lainnya yaitu Cina, India, Rusia, Jerman, dan Brazil menyatakan abstain. 
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 Dengan hasil tersebut, Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan 
Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973 yang mengotorisasikan dilakukaknnya 
intervensi militer oleh negara-negara anggota PBB di Libya sebagai upaya 
terakhir menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut, dengan 
bekerjasama penuh dengan Dewan Keamanan PBB. Secara umum, resolusi 
tersebut memberikan kebebasan menempuh jalur apapun yang dibutuhkan untuk 
melindungi warga sipil dan daerah yang dihuni oleh warga sipil dari segala bentuk 
ancaman dari pasukan pro-Khadafy. Operasi ini meliputi penetapan zona larangan 
terbang di atas Libya hingga pengawasan perairan Libya. Hal ini dimaksudkan 
untuk menghentikan penggunaan pesawat tempur oleh Khadafy untuk menyerang 
rakyat sipil dan pemberontak, mencegah masuknya penambahan kekuatan militer 
bagi Khadafy yaitu tentara bayaran dari luar Libya, juga untuk menghalau 
masuknya persenjataan ke Libya sekaligus menegaskan penerapan embargo 
militer atas Libya. Sekjen PBB, Ban Ki-Moon menyatakan Resolusi Dewan 
Keamanan PBB No. 1973 sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab dari 




 Dua hari setelah Resolusi Dewan Keamanan PBB dikeluarkan, yaitu pada 
tanggal 19 maret 2011, pasukan koalisi dari 3 negara dibawah pimpinan Amerika 
Serikat yaitu Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris memulai operasi militer 
mereka. Masing-masing negara memiliki nama kode masing-masing bagi 
operasinya. Amerika Serikat memakai nama kode “Odissey Dawn” sekaligus 
sebagai nama kode operasi kesatuan, Prancis dengan nama “Operation 
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Harmattan”, dan Inggris dengan nama “Operation Ellamy”. Dalam hari pertama 
operasi ini, Prancis membawa armada sebanyak 20 pesawat tempur Mirage dan 
Rafale, kapal induk Charles de Gaulle yang membawa 26 pesawat tambahan (16 
di antaranya adalah pesawat tempur, dan 4 kapal perang pengawal. Sedangkan 
dari Inggris, sebuah kapal selam yaitu HMS Triumph dan 1 kontingen pesawat 
tempur Tornado GR4.
89
 Amerika Serikat sendiri membawa 2 kapal perang yaitu 
USS Barry dan USS Trout, 3 kapal selam, dan 15 pesawat termasuk B-2 Spirit 
Bomber dan 4 AV-8B Harriers.
90
 Selama jalannya misi ini, armada negara-negara 
ini terus bertambah. 
Operasi ini dibuka dengan serangan pesawat tempur Prancis, yang 
menyatakan kesiapannya untuk turun dalam operasi ini setelah pelaksanaan KTT 
22 negara di Paris yang membahas masalah Libya, atas pasukan pro-Khadafy 
yang berusaha kembali memasuki Benghazi. Kapal-kapal perang Amerika Serikat 
yang telah disetujui keterlibatannya oleh Barrack Obama dalam sebuah pidato 
resmi di Brasil yang disiarkan secara resmi ke seluruh Amerika Serikat
91
, dan juga 
kapal-kapal perang Inggris memberikan bantuan dengan menembakkan rudal-
rudal Tomahawk dengan sasaran ke aset-aset pertahanan Libya, utamanya sistem 
pertahanan udara Libya. Keterlibatan Inggris sendiri dalam operasi ini tidak lepas 
dari keputusan PM Inggris yang menyatakan siap menurunkan pasukan untuk 
mendukung keberhasilan misi ini untuk menerapkan Resolusi Dewan Keamanan 
PBB No. 1973. 
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Hasil dari penyerbuan pertama ini adalah hancurnya 5 kendaraan lapis baja 
pasukan pro-Khadafy dalam serangan pertama jet tempur Prancis. Armada udara 
Prancis juga berhasil menerapkan zona larangan terbang di atas Benghazi dan 
sekitarnya di wilayah timur Libya pada akhir misi Odissey Dawn pada tanggal 31 
Maret 2001. Selama misi ini berlangsung, tidak ada pesawat Amerika Serikat 
yang digunakan, baik untuk misi pengintaian maupun penyerangan.
92
 Selama misi 
ini berlangsung, negara-negara lain seperti Kanada, Italia, Belgia, Qatar, dan Arab 
Saudi juga ikut ambil bagian dalam operasi ini. 
Pada tanggal berakhirnya operasi Odissey Dawn, bukan berarti 
berakhirnya intervensi militer di Libya. Pada 31 Maret 2011, seluruh komando 
intervensi militer di Libya di bawah komando NATO dan diberi nama kode 
“Unified Protector”. Selain negara-negara yang telah lebih dulu melakukan 
intervensi militer dibawah pimpinan Amerika Serikat, beberapa negara anggota 
NATO lainnya kemudian juga bergabung dalam misi ini yaitu, Bulgaria, 
Denmark, Yunani, Belanda, Norwegia, Rumania dan Spanyol, serta beberapa 




Operasi Unified Protector memiliki 3 tujuan utama, yaitu pemberlakuan 
zona larangan terbang, permberlakuan embargo militer, dan perlindungan 
terhadap rakyat sipil. Dalam pelaksanaannya, ke-3 misi tersebut dilaksanakan 
secara berkelanjutan, mulai dari intervensi pasukan koalisi pimpinan Amerika 
Serikat hingga NATO mengambil alih pimpinan komando. Misi pertama adalah 
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penerapan embargo militer bagi Libya yang dimulai pada 23 Maret 2011, juga 
menandai misi pertama NATO dalam krisis di Libya, lalu penerapan zona 
larangan terbang pada 25 Maret dan misi perlindungan untuk warga sipil yang 
dimulai pada saat NATO mengambil alih komando secara penuh dalam intervensi 
ini. Dalam pelaksanaan misi  ini, NATO membaginya menjadi 2 kategori misi 
yaitu dengan penggunaan kekuatan militer udara dan pengguanaan kekuatan 
militer laut. 
Dalam pelaksanaan misi pertama, NATO melibatkan 25 kapal perang 
maupun kapal selam dan 50 pesawat berbagai jenis. Seluruh aset NATO tersebut 
bertugas untuk berpatroli di laut Libya dan mencegah masuknya kapal yang akan 
membawa senjata ataupun pasukan tentara bayaran untuk Khadafy. Selama 
operasi Unified Protector berlangsung, misi ini berhasil menangguhkan izin 
transit 11 kapal yang akan menuju ke Tripoli atau keluar dari Tripoli karena 
muatannya dianggap berbahaya.
94
 Dalam pelaksanaan misi yang kedua dan ketiga 
yaitu penerapan zona larangan terbang dan perlindungan warga sipil, NATO 
mulai mengambil alih pada tanggal 25 Maret  dan kemudian secara penuh pada 31 
Maret 2011 dan menandai dimulainya pelaksanaan misi ketiga. Misi dengan 
penggunaan kekuatan udara ini bertujuan untuk mencegah atau menetralisir 
pesawat lain selain pesawat-pesawat pasukan NATO yang masuk dalam zona 
larangan terbang, menghancurkan pertahanan pasukan Libya, terutama rudal-rudal 
anti pesawat Libya yang bisa membahayakan pesawat NATO yang berpatroli 
dalam rangka penetapan zona larangan terbang, dan untuk menghancurkan target-
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target militer yang dinilai membahayakan warga sipil Libya.
95
 NATO mencatat 
lebih dari 26.500 kali penerbangan misi ini selama operasi “Unified Protector” 
berlangsung dan lebih dari 9.700 diantaranya yang dilakukan dalam rangka 
serangan udara, selebihnya adalah misi pengintaian dan lain-lain. Melalui misi ini 
pulalah NATO berhasil memasukkan lebih dari 2.500 bantuan kemanusiaan 
melalui udara, darat, dan laut bagi warga sipil Libya. 
Dalam pelaksanaan operasi Unified Protector, NATO menggunakan 25 
buah kapal berbagai jenis dan sekitar 260 pesawat dengan berbagai jenis dan 
melibatkan lebih dari 8.000 tentara. Lebih dari 5.900 target militer sah 
dihancurkan. Lebih dari 400 artileri dan peluncur roket serta lebih dari 600 tank 
dan kendaraan lapis baja yang hancur termasuk di dalamnya. Sementara NATO 
sendiri kehilangan 1 orang anggota yaitu pilot dari angkatan udara Inggris yang 
pesawatnya mengalami kesalahan teknis dan jatuh di pangkalan udara militer 
NATO di Napoli, Italia. NATO diperkirakan menghabiskan dana sekitar 800.000 
Euro perbulannya untuk staff di markas utama selama operasi ini karena adanya 
penambahan staff, belum lagi pelaksanaan di lapangan yang menelan biaya sekitar 
5,4 juta Euro.
96
 Selain biaya tersebut di atas, biaya juga dikeluarkan oleh beberapa 
negara yang ikut dalam operasi ini seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. 
Operasi Unified Protector secara resmi dihentikan pada tanggal 31 Oktober 2011 
melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2016 yang dikeluarkan pada tanggal 
27 Oktober 2011
97
 dan pernyataan resmi Sekjen NATO, Anders Fogh 
                                                          
95
 Berdasarkan wawancara dengan Atase Bidang Pertahanan Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, 
Letkol Laut Alexis Brossolet. 
96
 NATO. (2011). NATO : Operation Unified Protector Final Mission Stats.pdf 
97
 Canada Foreign Affairs and International Trades. (2011). Canada Announces Successful 
Conclusion to Libya Mission. Pada : http://www.international.gc.ca/media/aff/news-





 Operasi terhitung selesai sejak keberhasilan pasukan pemberontak 
menduduki kota Sirte yang menjadi basis pertahanan terakhir dan terkuat militer 
pro-Khadafy pada tanggal 20 Oktober 2011. Namun NATO memutuskan untuk 
tetap berada di Libya untuk memantau dan menjaga kondisi keamanan di Libya 
hingga adanya mandat resmi untuk keluar dari Libya oleh Dewan Keamanan 
PBB.  
Pelaksanaan operasi Unified Protector sebagai intervensi militer di Libya 
telah memenuhi ke-5 kriteria yang dibutuhkan dalam sebuah intervensi militer 
agar bisa dikatakan intervensi humanitarian. Selain itu intervensi militer NATO di 
Libya juga bisa dikatakan operasi penciptaan perdamaian karena bisa dibedakan 
dengan perang konvensional. Dalam operasi semacam ini pasukan yang akan 
dikirim untuk melakukan operasi memang harus bersiap menghadapi segala 
kemungkinan perang di wilayah tugas, sama seperti pasukan yang akan dikirim 
untuk perang konvensional. Namun, ada 4 prinsip yang seringkali digunakan 
untuk membedakan perang konvensional dengan operasi penjagaan perdamaian 
atau penciptaan perdamaian. Hal ini karena ke-4 prinsip dasar tersebut menjadi 
problematis bila diimplementasikan ke dalam perang dalam rangka intervensi 
humanitarian
99
 atau operasi penciptaan perdamaian. Ke-4 prinsip tersebut adalah 
tujuan, kesatuan, penggunaan kekuatan militer yang besar, dan elemen kejutan. 
Tujuan perang tradisional yang berbeda dengan perang humanitarian 
membuat beberapa hal menjadi berbeda. Contohnya seperti dalam hal pemilihan 
sasaran serangan. Dalam perang konvensional akan lebih mudah memilih target 
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serangan, tidak seperti dalam intervensi militer yang harus memilih target 
berdasarkan target yang telah ditentukan di dalam mandat Dewan Keamanan PBB 
(bila yang mengotorisasi intervensi adalah PBB). Apabila intervensi militer 
dilakukan dengan sendirinya oleh suatu negara secara individual atau koalisi maka 
sasaran akan ditentukan dalam mandat dari pemerintah negara-negara yang ikut 
serta dalam intervensi tersebut. Dalam intervensi NATO di Libya, sasaran operasi 
NATO telah ditentukan oleh PBB hanya untuk target-target aset militer Khadafy 
agar Khadafy tidak lagi bisa menyerang rakyatnya sendiri dengan kekuatan militer 
Libya. 
Prinsip ke-2 adalah kesatuan. Kesatuan digambarkan sebagai kesatuan 
komando atau perintah. Hal ini sangat berperan penting dalam perang karena 
dengan adanya hal ini maka kesalahan dalam koordinasi pergerakan pasukan bisa 
dihindari. Prinsip ini bisa dikatakan adalah kunci dari kesuksesan sebuah operasi 
militer dan bukan penerapannya tidak hanya terpaku pada perang konvensional 
semata. Akan tetapi dalam intervensi militer yang biasanya dilakukan oleh 
berbagai negara, prinsip ini sangat jarang diterapkan karena setiap negara yang 
ikut dalam sebuah intervensi militer multilateral, mereka akan tetap dibawah 
komando penuh dari negaranya masing-masing dan negara-negara besar yang ikut 
dalam suatu operasi militer semacam ini juga membawa arogansi yang besar 
mengenai masalah struktur komando.  
Dalam intervensi militernya di Libya, NATO mencoba mengupayakan 
terlaksananya prinsip ini dengan mengambil alih secara penuh komando operasi 
Unified Protector. Hal ini disebabkan karena NATO mengambil pelajaran penting 
dari beberapa intervensi militer humanitarian sebelumnya seperti di Somalia dan 
Sierra Leone. Dalam kasus di Somalia, kontingen Amerika Serikat menempatkan 
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pasukannya di bawah PBB akan tetapi tidak demikian dengan struktur 
komandonya. Pasukan Amerika Serikat tetap berada dibawah komando penuh 
negaranya. Dan tragedi terburuk dalam sejarah intervensi humanitarian terjadi 
karena pasukan Amerika Serikat melakukan operasi militer untuk menangkap 
orang-orang dekat Mohammed Farrah Aidid yang dipercaya sebagai kunci dalam 
kekacauan di negara itu. Tanpa koordinasi dengan kontingen dari negara lain, 18 
tentara Amerika Serikat tewas pada operasi pada tanggal 3 Oktober 1993 tersebut. 
Sedangkan dalam kasus di Sierra Leone, komandan dari kontingen India, Zambia, 
dan Nigeria berselisih paham karena adanya perbedaan perintah dari negara 
masing-masing. 
Di Libya, beberapa negara yang ambil bagian dalam operasi Unified 
Protector masih berada di bawah komando negaranya akan tetapi untuk 
operasional misi sepenuhnya berada di bawah komando NATO yang berarti tidak 
ada misi yang berjalan tanpa otorisasi dari komando tertinggi NATO. Dalam 
operasi Unified Protector, komando tertinggi dipegang langsung oleh Sekjen 
NATO Anders Fogh Rasmussen dari Markas Besar NATO di Belgia lalu turun ke 
Supreme Allied Commander Europe atau SACEUR yang merupakan komando 
strategis militer tertinggi NATO yaitu Laksamana James A. Stavridis dari 
angkatan laut Amerika Serikat
100
 yang bermarkas di Mons, Belgia. Setelah dari 
SACEUR barulah turun langsung ke Letnan Jenderal Charles Bouchard dari 
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Prinsip yang ke 3 adalah penggunaan kekuatan militer yang besar. Dalam 
perang konvensional, prinsip ini digunakan untuk dapat meraih kemenangan, 
bahkan apabila bisa semua kekuatan militer harus dikerahkan. Akan tetapi dalam 
intervensi humanitarian, penggunaan kekuatan besar sangat bertentangan dengan 
syarat melakukan intervensi itu sendiri. Penggunaan kekuatan militer dalam suatu 
intervensi humanitarian harus disesusaikan dengan kondisi yang dibutuhkan, bila 
perlu seminimal mungkin. Dalam operasi Unified Protector bila dilihat secara 
sepintas, dengan jumlah armada yang dikerahkan, prinsip ini mungkin akan 
diterapkan oleh NATO dalam menghancurkan pasukan pro-Khadafy. Apalagi 
dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973 telah ditetapkan bahwa segala 
upaya dapat dilakukan untuk memastikan warga sipil tidak lagi diserang oleh 
pasukan pro-Khadafy. Akan tetapi perlu diingat bahwa dari sekitar 260 buah 
pesawat dan 25 buah kapal dan 8.000 orang tentara yang dikerahkan NATO 
dalam misi ini tidak semuanya untuk langsung menghancurkan kekuatan militer 
Khadafy. Sejumlah pesawat dari seluruh jumlah tersebut tetap dipangkalan 
sebagai pesawat cadangan bila eskalasi operasi meningkat. Sama halnya dengan 
tentara yang diterjunkan, sebagian besar hanya untuk pendukung operasi dan 
tentara yang dipersiapkan apabila diperlukan adanya penggunaan personil untuk 
misi di darat yang mana di dalam operasi Unified Protector sama sekali tidak 
dilakukan karena hanya menggunakan kekuatan militer udara dan laut. Sedangkan 
untuk kekuatan militer laut, sebagian dari 25 kapal yang digunakan NATO hanya 
melakukan patroli untuk mengawasi perairan Libya tanpa melakukan serangan ke 
kapal lain ataupun ke sistem pertahanan militer Libya. 
Prinsip yang terakhir adalah elemen kejutan. Elemen kejutan ini merujuk 
pada serangan yang tidak diduga oleh musuh. Dalam prinsip ini ada 3 bagian 
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penting yang menentukan terlaksanya penerapan prinsip ini dalam suatu perang, 
yaitu kecepatan melakukan serangan, kerahasiaan pergerakan, dan pergerakan 
tipuan. Dalam intervensi humanitarian, prinsip ini terbentur dengan elemen 
kerahasiaan pergerakan. Negara yang melakukan intervensi harus melakukan 
koordinasi dengan kontak atau agensi sipil. Hal ini berpotensi membuat operasi 
terungkap karena kebanyakan kontak atau agensi sipil tersebut mempekerjakan 
warga lokal dan bisa saja adalah pihak musuh. Seperti yang terjadi dalam 
intervensi di Somalia dan menyebabkan operasi UNOSOM II mengalami 
kebocoran kepada Mohammed Farrah Aidid sehingga ia bisa mengantisipasi 
setiap pergerakan pasukan koalisi. Kelemahan elemen pelaksanaan pergerakan 
tipuan juga terkendala masalah ini. NATO sebagai pemegang komando tertinggi 
dalam intervensi militer di Libya tidak ingin menempuh resiko seperti yang terjadi 
di Somalia. Dengan mengandalkan data intelijen hanya dari pengintaian dari darat 
tanpa kontak atau agen sipil yang terpercaya mengenai daerah sekitar sasaran 
penyerangan dengan pesawat tempur, NATO menempuh resiko menyebabkan 
jatuhnya korban jiwa dari pihak sipil. Hal inilah yang penulis yakini menjadi 
faktor utama penyebab adanya korban jiwa dari pihak sipil dalam rangkaian 
serangan udara NATO dalam rangka intervensi militer dalam krisis politik di 
Libya meskipun NATO telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari 
korban dari rakyat sipil itu sendiri. Sistem persenjataan NATO juga menjadi salah 
satu faktor. Dengan sistem persenjataan NATO yang sangat canggih belum tentu 
bebas dari kesalahan fungsi. Hal ini ditunjukkan seperti yang terjadi saat NATO 
bermaksud menyerang salah satu sistem pertahanan militer pasukan pro-Khadafy 
di Tripoli namun salah satu roket mengalami kesalahan sistem dan mengenai 
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sasaran yang salah yang mengakibatkan sejumlah warga sipil tewas.
102
 Selain itu 
masuknya tentara pro-Khadafy ke dalam kota yang padat penduduk dengan 
struktur bangunan yang saling berdekatan dengan yang lainnya juga menjadi 
pemicu tewasnya warga sipil dalam serangan NATO terhadap pasukan pro-
Khadafy. 
B.  Kondisi Domestik dan Hubungan Luar Negeri Libya Sebelum Krisis 
Politik dan Krisis Politik Libya 
a. Kondisi Domestik dan Hubungan Luar Negeri Libya Sebelum Krisis 
Politik 
1) Kondisi Domestik Libya 
Libya, negara bekas jajahan bangsa Eropa pertama di Afrika yang 
memperoleh kemerdekaan mereka dan juga tercatat sebagai negara pertama yang 
menerima kemerdekaannya dari PBB. Libya mendeklarasikan kemerdekaannya 
pada 24 Desember 1951
103
 setelah dijajah bergantian oleh Bangsa Fenisia, 
Carthaginia, Byzantium, Yunani, Romawi, Arab, Turki di bawah Kekaisaran 
Ottoman, Italia, Inggris, dan Prancis. Hampir sepanjang sejarah awal Libya 
dijajah perbagian oleh bangsa-bangsa tersebut namun tidak ada data yang 
menyebutkan waktu pasti dimulainya penjajahan atas Libya. Umumnya adalah 
masuknya Bangsa Arab dan memulai pendudukannya atas Libya pada abad ke-7 
Masehi. Pendudukan Arab yang bertahan sangat lama, yaitu hingga pertengahan 
abad ke-16, membuat masyarakat pribumi Libya menganut Islam dan kemudian 
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menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa mereka.
104
 Ini jugalah alasan mengapa 
budaya Arab sangat kental dalam kebudayaan Libya. 
Setelah Bangsa Arab lama bertahan di Libya, Turki di bawah Kekaisaran 
Ottoman pada saat itu mengambil alih pendudukan. Selama Kekaisaran Ottoman 
menduduki Libya sangat banyak masalah yang muncul, terutama adalah intrik-
intrik politik internal. Hal ini terjadi di antara para petinggi-petinggi Kekaisaran 
Ottoman sendiri yang saling berebut untuk menjadi penguasa di sana. Kondisi ini 
diperparah dengan buruknya kondisi sosial dan ekonomi. Belum lagi masalah 
kekeringan , pemberontakan suku, dan wabah penyakit.
105
 Karena banyaknya 
masalah tersebut, Kekaisaran Ottoman memberikan otonomi kepada Libya hingga 
Italia menginvasi Libya pada tahun 1911.
106
 
Perjuangan Italia dalam menaklukkan Libya tidaklah mudah. Meskipun 
memiliki pasukan yang lebih banyak, perlengkapan dan teknologi militer yang 
jauh lebih modern dari Libya, namun terbukti Italia cukup kesulitan menghadapi 
perlawanan masyarakat Libya. Mereka mengumpulkan ribuan pejuang sukarela 
dan sisa-sisa pasukan Turki dan melakukan perlawanan dan memperlihatkan 
solidaritas sesama umat Islam yang sangat terkenal.
107
 
Nama Libya sendiri diberikan oleh Italia secara resmi kepada koloninya ini 
pada tahun 1934.
108
 “Libya” adalah kata dari bahasa Mesir “Lebu‖, merujuk 
kepada suku Berber, yang kemudian diadopsi oleh Bangsa Yunani untuk 
menyebut semua daerah di bagian utara Afrika. Setelah Italia kalah dalam Perang 
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Dunia II, kekuatan utamanya disingkirkan keluar dari Libya oleh pasukan sekutu. 
Libya kemudian berada dibawah kendali Inggris dan Prancis. Pada 1947, setelah 
ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Libya dan pasukan sekutu, Italia 
melepaskan klaimnya atas Libya. Setelah merdeka pada 1951, Libya yang pada 
saat itu berbentuk kerajaan monarki, kemudian dipimpin oleh Raja Idris I. Ia 
adalah pemimpin perlawanan atas pendudukan Italia yang ia dimulai dari Perang 
Dunia I dan sekaligus perwakilan Libya dalam negosiasi dengan PBB mengenai 
kemerdekaan Libya. 




 dengan ibukota 
Tripoli. Dengan luas wilayah ini, Libya menjadi negara terluas ke-17 di dunia.
110
 
Berbatasan dengan Laut Tengah di sebelah utara, Mesir di sebelah timur, Sudan di 
sebelah tenggara, Chad dan Niger di sebelah selatan, serta Aljazair dan Tunisia di 
sebelah barat. Dengan jumlah penduduk sekitar 6.461.454 jiwa, tersedia sekitar 
1,686 juta jiwa tenaga kerja (perkiraan 2010) dari jumlah tersebut, sedangkan 
33% dari total jumlah penduduk itu berusia dibawah 15 tahun. Penduduk Libya 
terdiri atas beberapa kelompok etnis dengan mayoritas Bangsa Berber dan Arab 
sebanyak 97% dan sisanya terdiri dari Bangsa Yunani, Malta, Italia, Mesir, 
Pakistan, Turki, India, dan Tunisia. Islam Sunni juga menjadi agama mayoritas 




Luas wilayah Libya yang sangat besar tidak sebanding dengan jumlah 
penduduknya. Sekitar 90% dari total jumlah penduduk Libya menetap di kurang 
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dari 10% total luas wilayahnya dengan daerah yang paling banyak didiami adalah 
wilayah pantai. Lebih dari setengah dari total jumlah penduduk Libya bermukim 
di kota, utamanya 2 kota terbesar di sana yaitu Tripoli dan Benghazi
112
. 
Di sektor ekonomi, Libya sangat bergantung pada sektor minyak buminya. 
Walaupun Libya memiliki pendapatan besar juga dari ekspor gas alam dan 
gipsumnya, akan tetapi dari sektor minyaklah yang terbesar. Hal ini dibuktikan 
dengan tertutupinya segala biaya ekspor mereka dari sektor minyak saja. Ini juga 
dapat dilihat dari transformasi Libya dari negara yang berekonomi rendah yang 
kemudian menjadi negara terkaya ke-4 di Afrika pada tahun 2011 berdasarkan 
pendapatan perkapita, di bawah Guinea Ekuatorial, Bostwana, dan Gabon,
113
 
karena besarnya pendapatan mereka dari sektor minyak. Pendapatan perkapita 
Libya mendapat imbasnya. Dengan jumlah penduduk yang kecil dan pendapatan 
yang besar, Libya menjadi salah satu negara di Afrika dengan pendapatan 
perkapita tertinggi. 
Pada 2010, Libya tercatat memiliki pendapatan perkapita sebesar 
$14.000.
114
 Hal ini memungkinkan warga Libya dapat menikmati berbagai 
fasilitas negara seperti perumahan dan pendidikan. Namun dengan gelar negara 
terkaya di Afrika, Libya tetap memiliki masalah besar utamanya pengangguran. 
Sebanyak 21% dari penduduk pada usia produktif merupakan pengangguran dan 
kemiskinan. Jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan hampir 
mencapai 10%.
115
 Hal ini disebabkan karena semua perusahaan di Libya hampir 
sepenuhnya dikuasai oleh pihak asing. Di tahun 2003, pemerintah Libya 
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menasionalisasikan lebih dari 100 perusahaan di Libya. Termasuk semua 
perusahaan dari sektor pengolahan minyak, perumahan, dan pariwisata yang 
keseluruhannya berjumlah 29 perusahaan, dimana semuanya merupakan 
perusahaan milik pihak asing. 
 Pada awalnya, Libya merupakan sebuah negara dengan bentuk monarki 
dengan pemimpin seorang Raja yaitu Raja Idris I. Namun kemudian terjadi “coup 
d‘etat” atau pemberontakan tanpa pertumpahan darah, yang dilakukan oleh 12 
perwira militer Libya yang dipimpin oleh Moammar Khadafy, seorang kapten 
yang berusia 27 tahun pada saat itu. Mereka berhasil menggulingkan Raja Idris I 
sebagai kepala pemerintahan saat itu yang dinilai terlalu pro dengan terhadap 
negara-negara barat. Raja Idris I kemudian diasingkan ke Mesir dan Moammar 
Khadafy diangkat menjadi penggantinya. Libya kemudian merubah sistem 
pemerintahannya menjadi republik atau “Jamahiriya” menurut Khadafy. 
 Kondisi politik di Libya di bawah pemerintahan Khadafy tak ubahnya 
negara dengan pemimpin diktator. Selama pemerintahan Khadafy, ia melarang 
adanya partai politik melalui undang-undang no. 71 sejak 1972. Bukan hanya itu, 
Moammar Khadafy juga membatasi aktivitas rakyat dalam menyalurkan opini dan 
aspirasinya melalui media. Menurut Indeks Kebebasan Pers, Khadafy sering 
menampilkan siaran eksekusi di siaran televisi nasional dan ditayangkan 
berulang-ulang dengan tujuan agar rakyatnya takut padanya dan tidak akan berani 
melakukan pembangkangan publik.
116
 Bahkan para warga Libya yang mencari 
suaka politik ke luar negeri atau pengungsi Libya di negara lain yang kritis 
terhadap pemerintahannya akan dibunuh. Hal ini dengan mudah dapat dilakukan 
karena Khadafy mempekerjakan orang-orang kepercayaannya sebagai diplomat  
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di kedutaan Libya di seluruh dunia dan mereka direkrut untuk membunuh para 
pengungsi-pengungsi kritis tersebut. 
Dalam menjalankan pemerintahannya, Khadafy terkenal dengan 
panduannya melalui pedoman buku hijau yang diterbitkannya sendiri sebanyak 3 
volume antara tahun 1975 hingga 1979. Ada 5 poin penting cara menjalankan 
negara yang tertuang dalam ke-3 buku itu yaitu: 
1. Semua undang-undang yang ada dan pelaksanaannya berdasarkan 
Syariah. 
2. Membersihkan negara dari “politik”. 
3. Penciptaan sistem “milisi rakyat” untuk “melindungi revolusi”. 
4. Revolusi dalam administrasi pemerintahan. 
5. Revolusi budaya.117 
 
 
2) Hubungan Luar Negeri Libya Sebelum Krisis Politik 
Sebelum meletusnya revolusi di Libya pada 2011, hubungan Libya dengan 
negara-negara barat fluktuatif atau pasang surut. Pada masa pemerintahan Raja 
Idris I, Libya sangat dekat dengan negara-negara barat seperti Inggris, Amerika 
Serikat, Yunani, Prancis, Italia. Libya juga menjalin hubungan diplomatik penuh 
dengan Rusia (Uni Soviet saat itu) pada 1955. Ini dibuktikan dengan berhasilnya 
Inggris mendapatkan proyek pembangunan berkelanjutan di Libya dan menjadi 
pensuplai senjata terbesar bagi Libya. Sedangkan bagi Amerika Serikat, mereka 
bisa menempatkan pangkalan militernya yaitu pangkalan udara Wheelus di Libya 
sebagai bentuk balas budi Libya atas dukungan Amerika Serikat terhadap resolusi 
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PBB pada 21 November 1949 yang menjadi dukungan terhadap kemerdekaan 
Libya pada 24 Desember 1951. 
Namun setelah Raja Idris I digulingkan dan Moammar Khadafy menjadi 
pemimpin Libya, hubungan Libya dengan negara-negara barat berubah drastis. Ia 
kemudian menasionalisasikan sebagian besar perusahaan-perusahaan asing di 
Libya, utamanya yang berjalan di sektor minyak, yang semua perusahaan 
pengelolanya adalah milik pihak asing. Hal ini jelas memberi rasa tidak senang 
pada negara-negara barat. Tidak berhenti di situ saja, Khadafy bahkan memaksa 
Amerika Serikat memindahkan pangkalan udara militer Wheelus keluar dari 
Libya.
118
 Ditambah lagi serangkaian kejadian-kejadian teror yang dipercaya oleh 
pihak barat didalangi oleh Khadafy dan dukungannya terhadap pihak yang anti-
barat, Khadafy semakin menuai sikap antipati dari negara-negara barat utamanya 
Amerika Serikat dan Inggris. Bahkan pada 29 Desember 1979, Amerika Serikat 
secara resmi menyatakan bahwa Libya adalah negara pendukung terorisme.
119
 
 Bukan hanya dengan negara-negara barat Khadafy terlibat konfrontasi 
langsung. Khadafy juga beberapa kali bermasalah dengan negara-negara 
tetangganya di Afrika seperti ketika pada tahun 1976 mengklaim 52.000mil
2
 
wilayah Chad yang kemudian diketahui kaya akan kandungan Uranium
120
 dan 
kemudian bersengketa perbatasan dan terlibat perang 4 hari dengan Maroko di 
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 Berikut adalah beberapa kejadian-kejadian yang membuat Khadafy 
menjadi musuh bagi pihak barat dan beberapa negara lainnya: 
1. Dalam sebuah pidato kenegaraannya pada tahun 1972, Khadfy 
mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menyerukan misi suci 
bagi semua umat Muslim untuk melawan Inggris dan Amerika Serikat. 
Khadafy juga menyatakan bahwa Inggris dan Amerika datang ke 
Timur Tengah memerangi negara-negara Islam di sana tapi negara-
negara ini akan melawan Inggris dan Amerika Serikat di tanah mereka 
sendiri (di wilayah Inggris dan Amerika Serikat sendiri).
122
 
2. Pada tahun 1972 Khadafy memberi dukungannya bagi masjid bagi 
umat Muslim di Amerika Serikat dan kemudian berkonfrontasi dengan 
Inggris, berdampingan dengan Perdana Menteri Malta pada saat itu 
yaitu Dom Mintoff, mengenai pendanaan berlebihan Inggris pada 
fasilitas-fasilitas militer Inggris. Di tahun yang sama Khadafy 
mengancam Presiden Filipina, Ferdinand Marcos, bahwa ia akan 
membantu pemberontakan Muslim Moro.
123
 
3. Mengaku telah menghasut Chad, Kongo, Niger, dan Mali untuk 
memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel yang merupakan 
sekutu Amerika Serikat pada tahun 1973. Khadafy juga membentuk 
“Organization of African Unity” atau Organisasi Persatuan Afrika, 
dengan markas pusatnya di Adis Ababa di Ethiopia, sebagai bentuk 
perlawanan terhadap Israel. Khadafy kemudian meminta Ethiopia 
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untuk memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel, dan bila 
tidak maka markas pusat organisasi mereka akan dipindahkan ke 
negara lain. Ethiopia kemudian memutuskan hubungan diplomatiknya 
dengan Israel pada bulan Oktober 1973.
124
 
4. Di awal tahun 1970an, Khadafy menyuplai senjata dan uang, obat-
obatan dan juga menyediakan pelatihan militer bagi para pejuang 
gerakan-gerakan perlawanan di sejumlah negara-negara Afrika seperti 
Eritrea, Chad, Guinea Bissau, Togo, dan Uganda.
125
  
5. Memasuki tahun 1976, Khadafy menyatakan dukungannya atas 
“Canary Islands Independence Movement” atau “Gerakan 
Kemerdekaan Kepulauan Canary”, sebuah gerakan perlawanan yang 
menuntut kemerdekaan Kepulauan Canary di Spanyol, yang 
diresmikan oleh Organisasi Persatuan Afrika dan berbasis di 
Aljazair.
126
 Selain untuk organisasi ini, Khadafy juga menyatakan 
dukungannya kepada organisasi serupa di Pulau Sardinia di Italia, dan 
Gerakan Nasionalis Basque di Spanyol.
127
 
6. Menerima dan menjamu Fidel Castro, Presiden Kuba, dengan sangat 
baik di Libya pada tahun 1977. Hal ini sangat mengusik Amerika 
Serikat mengingat Fidel Castro termasuk salah satu musuh besar 
Amerika Serikat. Tidak hanya dengan Fidel Castro, beberapa tahun 
sebelumnya Khadafy juga telah menjalin hubungan baik dengan para 
tokoh-tokoh anti-barat dan anti-politik bebas pada saat itu semisal 
                                                          
124
 Op cit, hal. 838 
125
 Op cit, hal. 838   
126
Wikipedia. Wikipedia : Canary Islands Independence Movement. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Canary_Islands_Independence_Movement. 2012. Diakses 30 Agustus 
2012. 
127
 Kevin Shillington, Op cit, hal. 839 
66 
 
Presiden Uganda Idi Amin, Jean-Bedel Bokassa, Haile Mariam 
Mengistu, Presiden Liberia Charles Taylor, dan Presiden Yugoslavia 
Slobodan Milosevic di era 1990-an. 
7. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tripoli diserang dan dibakar 
sekelompok orang pada bulan Desember tahun 1979. Amerika Serikat 
kemudian menutup Kedutaan Besar Libya di Washington D.C. dan 
memulangkan staf-staf  Libya.
128
 
8. Agustus tahun 1981, 2 pesawat jet tempur Libya menembaki pesawat 
Amerika Serikat yang sedang dalam latihan rutin angkatan laut di atas 
zona laut internasional di Perairan Mediterania yang diklaim sebagai 
milik Libya. Pesawat Amerika Serikat balas menembak dan berhasil 
menjatuhkan ke-2 pesawat tempur Libya tersebut. Amerika Serikat 
segera menyerukan kepada penduduknya yang berada di Libya untuk 
segera meninggalkan negara tersebut.
129
 
9. Bukti yang ditemukan penyidik di lokasi kejadian pengeboman yaitu 
diskotik La Belle di Berlin, Jerman pada 1986, menunjukkan 
keterlibatan Libya. Dalam peristiwa ini sekitar 200 orang terluka
130
 dan 
2 orang tentara Amerika Serikat tewas.
131
 Amerika Serikat langsung 
merespon dengan serangan udara pada 14-15 April 1986. Khadafy 
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selamat dari serangan ini namun korban di pihaknya sebanyak 130 
orang
132
, termasuk putri angkatnya Hannah.
133
 
10. Seorang polisi wanita bernama Yvonne Fletcher tewas tertembak di 
depan Kedutaan Besar Libya di London pada 1984
134
 saat melakukan 
pengamanan demonstrasi. Tembakan berasal dari lantai 1 Kedutaan 
Besar Libya. Pasukan kepolisian Inggris bersenjata lengkap kemudian 
mengepung Kedutaan Besar Libya selama 11 hari. Khadafy yang 
merasa bahwa Kedutaan Besar Libya di London diserbu memberikan 
tanggapan dengan juga melakukan penyerbuan terhadap Kedutaan 
Besar Inggris di Tripoli dan menyandera 6 warga negara Inggris yang 
dibebaskan setelah 5 bulan ditahan. Hubungan diplomatik Inggris dan 
Libya terputus. Tak ada yang pernah didakwa atas kematian Yvonne 
Fletcher. Hal inilah yang mendasari keputusan Perdana Menteri Inggris 
pada saat itu yaitu Margaret Tatcher memberi izin kepada Presiden 
Amerika Serikat, Ronald Reagan, untuk melakukan serangan udara 




11. Pada tanggal 21 Desember tahun 1988, sebuah pesawat jet komersial 
Pan Am dengan nomor penerbangan 103 meledak di atas wilayah 
udara Skotlandia, tepatnya di atas kota Lockerbie,
136
 menewaskan 
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seluruh penumpang dan awak pesawat yang berjumlah 270 orang.
137
 
Khadafy dituding sebagai dalang di balik tragedi yang dikenal dengan 
nama Tragedi Lockerbie ini setelah pada tahun 1991 penyidik 
menemukan bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatan 2 orang agen 
intelijen Libya di balik tragedi ini. Dewan Keamanan PBB kemudian 
mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 731 pada bulan Januari 
1992.
138
 Penolakan Khadafy untuk mematuhi Resolusi Dewan 
Keamanan PBB 731 yang memintanya untuk menyerahkan ke-2 
tersangka, bekerjasama dalam penyelidikan dalam tragedi Lockerbie 
dan pengeboman atas pesawat Prancis UTA 772, memberi kompensasi 
pada keluarga korban, dan menghentikan semua bantuannya untuk 
kegiatan terorisme, mengakibatkan dikeluarkannya Resolusi Dewan 
Keamanan PBB 748 yakni mengenai penjatuhan sanksi embargo 
senjata dan larangan perjalanan udara melalui wilayah udara Libya 
pada tanggal 31 Maret 1992,
139
 yang kemudian disusul dengan 
dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 833 pada November 
1993 yang menentukan bentuk sanksi atas Libya yaitu pembekuan 




12. Sebuah pesawat penumpang milik maskapai penerbangan Prancis 
dengan nomor penerbangan UTA 772 meledak di atas Niger pada 
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tanggal 19 September tahun 1989 dan menewaskan seluruh 171 
penumpang dan awak pesawat tersebut. Khadafy kemudian kembali 
menjadi sasaran setelah penyidik menemukan indikasi terorisme dalam 
tragedi ini dan menetapkan 2 warga negara Libya sebagai tersangkanya 
pada tahun 1991.
141
 Penolakannya atas Resolusi Dewan Keamanan 
PBB 731 yang mengharuskannya membantu penyelidikan atas tragedi 
ini dan tragedi Lockerbie serta beberapa poin yang lain menyebabkan 
jatuhnya sanksi dari Dewan Keamanan PBB bagi Libya. 
Hubungan Libya dan negara-negara barat mulai kembali membaik pada 
tahun 1999.
142
 Perbaikan hubungan ini dimulai dengan bersedianya Libya 
bertanggungjawab penuh atas kematian polisi wanita Inggris, Yvonne Fletcher, 
yang tewas tertembak di depan Kedutaan Besar Libya di London saat mengawal 
demonstrasi anti-Khadafy. Kemajuan ini kemudian diikuti oleh penyerahan 2 
tersangka Tragedi Lockerbie. Libya juga menyatakan pertanggungjawaban penuh 
atas tragedi ini dan juga Tragedi UTA 772 dan bersedia membayar penuh 
kompensasi untuk keluarga korban ke-2 tragedi tersebut. Inggris kemudian 
kembali membuka hubungan diplomatiknya dengan Libya setelah terputus selama 
16 tahun (akibat kematian Yvonne Fletcher), yang ditandai dengan pembukaan 
kembali Kedutaan Besar Inggris di Tripoli.
143
 Pada tahun 2004, Tony Blair, 
Perdana Menteri Inggris pada saat itu melakukan kunjungan ke tenda Bedouin 
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milik Khadafy di istananya di Tripoli dalam rangka membicarakan kerjasama 
antara pihak barat dan Libya dalam melawan terorisme.
144
 
Libya juga kemudian memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan 
Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Desember tahun 2003, Libya mengumumkan 
keinginannya untuk menghancurkan senjata pemusnah massal yang tengah 
mereka kembangkan dengan bantuan dari Amerika Serikat, Inggris, Agensi 
Energi Atom Internasional, dan badan internasional untuk masalah senjata-senjata 
terlarang.
145
 Niat dan keterbukaan Libya dalam proses penghancuran senjata 
pemusnah massal mereka akhirnya membuat Amerika Serikat melepas beberapa 
sanksinya atas Libya seperti pelepasan aset Libya yang sebelumnya dibekukan 
oleh Amerika Serikat dan juga kembali mengijinkan penerbangan di atas wilayah 
udara Libya  (hanya untuk kargo/barang, larangan penerbangan untuk penumpang 
manusia masih berlaku), mengikuti pelepasan sanksi dari PBB yang tertuang 
dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 748 dan 833. 
Pada tanggal 31 Mei tahun 2006, Amerika Serikat secara resmi membuka 
Kedutaan Besarnya di Libya setelah terputus sejak tahun 1979.
146
 Sikap baik yang 
terus ditunjukkan oleh Libya kemudian memberikan keuntungan lagi. Amerika 
Serikat mencabut cap Libya sebagai negara pendukung kegiatan terorisme pada 
tanggal 30 Juni tahun 2006.
147
 Pada tahun 2009, dalam jamuan makan malam 
pertemuan negara-negara anggota G8 di Italia, Khadafy yang datang sebagai 
                                                          
144
 Loc cit, Bloomberg. (2011). 
145
 U.S. Department of State. Background Note : Libya. 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5425.htm. 2012. Diakses 28 Juni 2012 
146
 Arms Control Association. Armscontrol : Chronology of Libya's Disarmament and Relations 
with the United States. http://www.armscontrol.org/factsheets/LibyaChronology. 2012. Diakses 25 
Juli 2012 
147
 U.S. Department of State. Background Note : Libya. 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5425.htm. 2012. Diakses 28 Juni 2012 
71 
 
Ketua Uni Afrika berjabat tangan pertama kalinya dengan Barrack Obama
148
 dan 
pada bulan September di tahun yang sama, Khadafy mengunjungi Amerika 
Serikat untuk pertama kalinya untuk menghadiri Pertemuan Tahunan PBB.
149
 
Perbaikan hubungan Libya dengan negara-negara barat bukan hanya 
dengan Inggris dan Amerika. Sikap Khadafy yang membaik setelah beberapa 
tahun juga menarik perhatian negara-negara barat lain untuk memperbaiki 
hubungannya dengan Libya. 2 negara yang pernah menduduki Libya, Italia dan 
Prancis dikunjungi oleh Khadafy masing-masing pada tahun 2007 dan tahun 2009  
sebagai kunjungan kenegaraan.
150
 Dalam kunjungan ini, Khadafy menunjukkan 
keeksentrikannya dengan mendirikan tenda Bedouin, seperti di istananya di 
Tripoli, di Roma dan Paris. Libya juga membuka kembali hubungan diplomatik 
dengan Jerman setelah pengadilan di Jerman mengungkap bahwa 4 orang mantan 
pegawai Kedutaan Besar Libya di Jerman terlibat pengeboman diskotik La Belle 
yang menewaskan 2 tentara Amerika Serikat dan Libya setuju membayar 
kompensasi atas peristiwa tersebut. 
Akan tetapi, sikap Khadafy yang cenderung agak melunak tidak 
berlangsung lama. Dalam Pertemuan Umum PBB di New York pada tanggal 23 
September tahun 2009, Khadafy kembali menunjukkan sikap eksentriknya. 
Khadafy melakukan pidato selama 90 menit, padahal waktu yang diperkenankan 
hanyalah selama 15 menit. Dalam pidatonya, Khadafy mengkritik mengenai 
ketidakseimbangan kekuatan dalam PBB, terutama dalam Dewan Keamanan di 
mana hanya terdapat 5 negara yang memiliki kuasa lebih besar dari negara-negara 
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lainnya. Khadafy kemudian mengkritik ketidakmampuan PBB dalam mencegah 
perang yang banyak terjadi belakangan ini. Khadafy mengambil contoh Perang 
Irak yang ia sebut “Mother of All Evil” atau kejahatan terbesar dan juga 
ketidakmampuan PBB mengakhiri konflik di antara Israel dan Palestina hingga 
Khadafy menganjurkan untuk menggabungkan ke-2 wilayah tersebut dan diberi 
nama Isratine. Di antara semua itu, Khadafy mengejutkan semua yang menghadiri 
pertemuan itu ketika ia mengangkat sebuah duplikat Piagam PBB dan menyobek-
nyobeknya sambil berkata bahwa ia tidak mengakui keabsahan piagam tersebut. 
Sikap Khadafy tersebut menuai reaksi keras dari para peserta pertemuan. 
Tidak berhenti sampai di situ saja. Pada tahun 2011, beberapa waktu 
sebelum PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 sebagai 
tindak lanjut atas krisis politik di Libya, Khadafy menyatakan bahwa ia pernah 
memberikan dana sebanyak £42 juta kepada Presiden Prancis Nicholas Sarkozy 
pada tanggal 6 Oktober tahun 2005 pada saat Sarkozy mengunjungi Libya 
sebelum pencalonan dirinya menjadi presiden. Sarkozy pada saat itu adalah 
Menteri Dalam Negeri Prancis.
151
 
Sikap Khadafy kepada negara-negara Arab dan Afrika lainnya juga tidak 
berbeda dengan sikapnya ke negara-negara barat. Khadafy menunjukkan sikap 
yang kurang bersahabat, tidak seperti dalam pidato-pidatonya yang meminta 
negara-negara Arab dan Afrika untuk bersatu. Dimulai dari klaim Libya atas 
wilayah Maroko yang menyebabkan terjadinya perang 4 hari di perbatasan ke-2 
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negara, mengintervensi perang sipil dan mengklaim wilayah Chad,
152
 menghina 
semua kepala negara Arab yang menghadiri Pertemuan Negara-Negara Arab pada 
tahun 1988, menyalakan rokok dan menhembuskan asapnya ke wajah kepala 
negara lain yang duduk di sebelahnya dalam Pertemuan Negara-Negara Arab,
153
 
berkonfrontasi dengan Raja Arab Saudi pada tahun 2003, dan ketegangan dengan 




Dalam Pertemuan Negara-Negara Arab tahun 1988, Khadafy menghina 
para pemimpin negara-negara Arab dengan berkata “go to hell” atau “ke neraka 
saja kalian”. Pada tahun 2003, Khadafy membuat Raja Arab Saudi yaitu Raja 
Abdullah marah dengan pernyataannya yang menyatakan bahwa Kerajaan Muslim 
(merujuk pada Arab Saudi) telah bersekutu dengan iblis karena telah mengizinkan 
pasukan tentara asing masuk ke negara mereka setelah Saddam Hussein 
menginvasi Kuwait pada tahun 1990. Sedangkan ketegangan dengan Libanon 
terjadi karena hilangnya seorang warga Libanon yang bernama Moussa al-Sadr di 
Libya pada tahun 1978. Menurut surat kabar setempat, Al-Hayat, Al-Sadr telah 
dibunuh. Atas dasar ini, pemerintah Libanon mengeluarkan surat perintah 
penahanan atas Khadafy pada tahun 2008.
155
 
Karena sikap-sikap Khadafy tersebut, pada saat revolusi meletus di Libya, 
Prancis dan Libanon adalah 2 negara yang mengajukan proposal untuk Resolusi 
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Dewan Keamanan PBB. Resolusi ini untuk memberlakukan zona larangan terbang 
di atas Libya agar Khadafy tidak dapat lagi menggunakan pesawat tempur untuk 
menyerang rakyat sipil yang menuntutnya untuk mundur dan mengijinkan 
serangan atas pasukan Khadafy di Libya untuk melumpuhkan kekuatan militer 
Khadafy yang digunakan untuk melawan rakyatnya sendiri. Pada tanggal 12 
Maret, ke-22 negara anggota Liga Arab yang lain, yang dulu tidak menyetujui 
serangan Amerika Serikat ke Libya pada 1986, akhirnya juga meminta Dewan 
Keamanan PBB untuk menerapkan resolusi tersebut setelah melakukan rapat 
darurat. Prancis adalah negara pertama yang mengirimkan pesawat tempurnya 
pada tanggal 19 Maret untuk misi ini. Sikap Khadafy yang selalu menantang 
terhadap negara-negara barat dan negara-negara tetangganya menjadi alasan yang 
kuat mengapa negara-negara tersebut menyetujui dilakukannya intervensi militer 
di Libya selain karena keadaan di Libya sudah sangat memerlukan intervensi 
untuk menghentikan serangan Khadafy kepada rakyat sipilnya. 
 
b. Krisis Politik di Libya 
Pada pertengahan Februari 2011, aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di 
hampir seluruh penjuru Libya. Hari yang diumukan para demonstran sebagai 
“Hari Kemarahan” ini adalah salah satu bagian dari pecahnya “Revolusi Melati” 
di Kawasan Timur Tengah yang bermula pada akhir tahun 2010. Revolusi yang 
berawal dari Tunisia yang juga masuk ke Mesir dan kemudian ke Libya. Revolusi 
Melati menggambarkan ketidakpuasan masyarakat kepada pemerintahan di 
negaranya. 
Revolusi ini dengan cepat bergerak masuk ke Libya yang memiliki kondisi 
dalam negeri yang sangat tidak stabil. Hal ini dikarenakan karena rakyat menilai 
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kepemimpinan Khadafy sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Inilah yang 
menjadi pemicu utama ketidakpuasan rakyat Libya terhadap pemerintahan 
Khadafy. Selama periode kepemimpinanya yang berlangsung lebih dari 40 tahun, 
Khadafy banyak mengeluarkan peraturan yang membatasi dan menyengsarakan 
rakyatnya. Seluruh kegiatan rakyat Libya didasarkan atas aturan yang dibuatnya 
sendiri dalam bentuk sebuah buku yang dikenal sebagai “Buku Hijau”. Salah satu 
aturan tersebut adalah larangan bagi rakyat Libya untuk membentuk partai politik 
yang berarti politik di Libya hanya untuk kalangan atau orang dekat Khadafy. 
Selain itu Khadafy juga tidak memberikan akses media secara bebas bagi 
rakyatnya. Semua media baik milik pemerintah ataupun swasta dikontrol secara 
penuh oleh pemerintahan Khadafy. 
Di bidang ekonomi rakyat Libya juga merasa tertindas. Walaupun Khadafy 
dinilai berjasa dengan pertumbuhan ekonomi Libya yang sangat tinggi, akan 
tetapi rakyat tidak menikmati semua itu. Rakyat negara dengan pendapatan 
perkapita tertinggi ke-4 di Afrika pada 2011 itu malah banyak yang hidup di 
bawah garis kemiskinan. Jumlah pengangguran pun sangat tinggi di Libya. Sangat 
bertolak belakang dengan kehidupan Khadafy yang memiliki aset bernilai jutaan 
dollar Amerika di berbagai negara dan juga koleksi mobil-mobil mewahnya. 
Namun di antara semua itu, yang paling memberatkan rakyat Libya adalah 
kekejaman Khadafy. Khadafy tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang 
yang menentangnya, utamanya orang-orang yang mencoba menjadi lawan 
politiknya. Eksekusi bagi orang-orang yang dianggap lawan olehnya bahkan 
disiarkan melalui media yang dibawah kendali penuhnya. Eksekusi-eksekusi 
tersebut sengaja dipertontonkan sebagai peringatan bagi rakyat Libya agar tidak 
coba-coba untuk menjadi lawan Khadafy. 
76 
 
Namun rakyat Libya mendapat momentum perlawanan terhadap rezim 
Khadafy dengan meletusnya Revolusi Melati. Semuanya diawali pada tanggal 15 
Februari 2011 saat sekelompok pemuda melakukan protes di depan kantor polisi 
di kota Benghazi, di bagian timur Libya. Kelompok ini melakukan protes atas 
ditangkapnya seorang pengacara yang juga seorang aktivis HAM bernama Fatih 
Terbil. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, korban luka dan tewas berjatuhan di pihak 
demonstran yang berjumlah sekitar 500-600 orang karena tindakan represif dari 
pihak polisi dan tentara yang mengamankan jalannya aksi tersebut. Polisi dan 
tentara diperintahkan untuk menembak ke arah kerumunan demonstran yang 
mulai bergolak. Bahkan seorang perwira tentara Libya yang kemudian menyerah 
kepada pihak demonstran menceritakan mengenai pembunuhan terhadap para 
tentara dan polisi yang menolak untuk menembaki demonstran.
156
 Hal ini 
dibenarkan dengan kaburnya 2 pilot pesawat tempur angkatan udara Libya ke 
Malta setelah mengabaikan perintah untuk mengebom demonstran.
157
 Para 
demonstran pun tak tinggal diam. Perlawanan mulai mereka lancarkan hingga 
jatuh korban luka dan tewas juga di pihak polisi dan tentara Libya. 
Tanggal 17 Februari 2011, 2 hari setelah unjuk rasa berdarah di Benghazi, 
unjuk rasa besar-besaran mulai bermunculan di seluruh penjuru Libya. Para 
pemuda Libya di Benghazi terlihat membakar kopian-kopian “Buku Hijau” 
Khadafy yang selama ini menjadi dasar pemerintahan Khadafy.
158
 Hal ini 
melambangkan kebebasan dari rezim Khadafy. Demonstrasi meminta Khadafy 
turun dari jabatannya dilakukan hampir seluruh kota-kota besar di Libya seperti di 
Brega dan Zawiya. Semakin meningkatnya intensitas dan skala demonstrasi 
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rakyat yang menentangnya membuat Khadafy semakin kejam. Belum lagi 
pergerakan demonstrasi yang menuju ke ibukota Tripoli yang semakin dekat. Para 
demonstran dianggap musuh negara dan dihadapi dengan kekutan militer penuh 
oleh Khadafy. Kabar bahwa Khadafy sampai mendatangkan pasukan bayaran dari 
luar Libya tersebar di jalan-jalan Libya. Para demonstran tidak memiliki pilihan 
lain selain mengangkat senjata dan memberikan perlawanan terhadap pasukan 
pro-Khadafy. Rakyat dari berbagai penjuru Libya mendatangi kamp-kamp 
pelatihan yang dibangun oleh demonstran untuk belajar menggunakan senjata. 
Pada tanggal 5 Maret 2011, pasukan pemberontak mengumumkan secara 
resmi berdirinya NTC atau Dewan Transisi Nasional
159
 yang dibentuk di 
Benghazi pada tanggal 27 Februari 2011. NTC adalah perwakilan politik pihak 
pemberontak dalam situasi krisis politik di Libya. Dewan ini kemudian akan 
dikenal sebagai perwakilan pemerintahan sementara Libya setelah mendapat 
pengakuan dari negara-negara seperti Prancis, Qatar, Maladewa, Gambia, Inggris, 
Senegal, Yordania, Malta, Spanyol, Australia, Uni Emirat Arab, Jerman, dan 
Kanada. Hal ini jelas semakin membuat Khadafy dan para pengikut setianya 
mulai merasa terancam. Khadafy yang masih merasa berkuasa atas Libya bahkan 
setelah semakin gencar melakukan serangan terhadap kelompok-kelompok 
perlawanan di kota-kota yang belum dikuasai oleh pasukan pemberontak yang 
kemudian disebut pasukan pejuang Libya setelah adanya pengakuan sejumlah 
negara atas NTC sebagai perwakilan pemerintahan resmi sementara untuk Libya. 
Lain halnya dengan pengikut-pengikut Khadafy. Beberapa orang dari mereka 
membelot atau melarikan diri dari kekacauan yang terjadi di negara mereka. 
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Tokoh-tokoh seperti Moussa Koussa (Menteri Luar Negeri Libya), Mohammad 
Abu Al Qosiim Al Zawi (Ketua Parlemen Libya), Abu Zayed Dordah (Mantan 
Perdana Menteri Libya 1990-1994), dan Ali Abdessalam Treki (Mantan Menteri 
Luar Negeri dan Duta Besar Libya untuk PBB saat itu). Belum lagi sejumlah 
menteri dan duta besar yang sudah lebih dahulu kabur karena tidak setuju dari 
awal akan cara Khadafy yang brutal menghadapi demonstran. 
Intervensi secara tidak langsung yang dilakukan oleh beberapa negara 
dengan cara pembekuan aset-aset Khadafy di luar negeri tidak menyurutkan niat 
Khadafy untuk menghentikan perang dengan para pejuang Libya. Pertempuran 
sengit antara pasukan pejuang dengan pasukan pro-Khadafy terus terjadi di semua 
kota-kota di Libya. Tercatat di kota-kota seperti Benghazi, Zawiyah, Brega, Ras 
Lanuf, Ajdabiyah, Misrata, Zintan, Yafran, Gharyan pertempuran besar antara 
pasukan pejuang dan pasukan pro-Khadafy berlangsung berminggu-minggu. 
Kedua kubu saling balas menyerang dengan korban jiwa yang tidak sedikit 
utamanya dari kaum pejuang karena penggunaan kekuatan militer secara penuh 
oleh pasukan pro-Khadafy. Bukti-bukti kekejaman pasukan pro-Khadafy dapat 
dilihat di kota Zawiyah yang mereka gempur habis-habisan. Rumah-rumah warga 
bahkan masjid-masjid di kota ini hancur lebur oleh serbuan pasukan pro-Khadafy. 
Jaringan komunikasi seluler dan jalur darat diputus oleh pasukan pro-Khadafy 
untuk mencegah datangnya bantuan pasukan pejuang ke kota ini.
160
 
Intervensi militer secara langsung pun dilancarkan NATO. Melalui 
operasi-operasi udaranya, pasukan NATO berhasil menghancurkan sebagian besar 
infrastruktur-infrastruktur militer Libya dan juga memecah-belah kekuatan 
personil militer Libya. Inilah yang menjadi titik balik pertempuran dalam krisis 
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politik di Libya. Dengan hancurnya infrastruktur-infrastruktur militer Libya, 
semakin banyak personil militer Libya yang berpindah sisi dan mulai berjuang 
bersama pasukan pejuang untuk menyingkirkan sisa rezim Khadafy. Dengan 
lumpuhnya kekuatan militernya dan juga berkurangnya personil, kekuatan rezim 
Khadafy mulai menurun hingga akhirnya pasukan pejuang bisa menguasai kota-
kota besar di Libya hingga akhirnya menguasai ibukota Tripoli pada tanggal 27 
Agustus 2011
161
 dan memaksa Khadafy untuk menyingkir ke kota kelahiran dan 
basis kekuatannya, Sirte. 
Khadafy kemudian menjadi orang yang paling dicari di negara yang 
pernah dipimpinnya tersebut. Pasukan pejuang kemudian mengepung Sirte. 
Pertempuran yang panjang terjadi selama kurang lebih 2 bulan lamanya sebelum 
akhirnya para pejuang berhasil menguasai kota Sirte pada tanggal 20 Oktober 
2011 dan pada hari yang sama, otoritas resmi pemerintahan Libya mengumumkan 
kematian Khadafy yang tewas karena luka tertembak pasukan pejuang saat akan 
ditangkap di daerah sekitar Sirte.
162
 Kematian Khadafy dirayakan para pejuang 
Libya sebagai berakhirnya krisis politik di negara tersebut dan juga sebagai hari 
kebebasan mereka dari rezim kejam Khadafy. Pasukan NATO kemudian menarik 
diri dari Libya pada tanggal 31 Oktober 2011
163
 sesuai dengan persyaratan 
intervensi humanitarian menurut kaum solidaris yaitu setelah berakhirnya krisis 
dan kondisi keamanan di Libya mulai pulih. 
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Dampak dari krisis politik yang terjadi di Libya berdampak luas. Tidak 
hanya bagi rakyat Libya sendiri tetapi juga bagi masyarakat dunia karena 
kenaikan harga minyak dunia karena berkurangnya pasokan minyak dunia. Hal ini 
disebabkan karena jauh berkurangnya produksi minyak Libya selama beberapa 
bulan yang kemudian berpengaruh pada ekspor minyaknya yang kemudian di 
hentikan.
164
 Barulah pada 25 September 2011 Libya kembali melakukan ekspor 
minyak untuk pertama kalinya sejak penghentian ekspor minyaknya dikarenakan 
oleh berkurang drastisnya produksi minyak di sana. Sementara itu, dampak bagi 
rakyat Libya sendiri sangat besar. Selain kerusakan bahkan hancurnya tempat 
tinggal mereka, kehilangan anggota keluarga, dan harta benda. Belum lagi trauma 
jangka panjang yang mereka rasakan akibat lamanya mereka hidup dalam situasi 
perang saudara selama krisis politik di negara mereka. 
Pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran yang terjadi selama krisis 
politik di Libya menjadi faktor pendorong beberapa negara menyerukan protes 
keras dan mengajukan penjatuhan sanksi terhadap Libya. Akan tetapi, dengan 
sikap keras kepala Khadafy, penjatuhan sanksi yang bertujuan agar Khadafy 
menghentikan agresinya terhadap rakyatnya sendiri tidak berhasil. Hal inilah yang 
kemudian  membuat beberapa negara mengajukan konsep proposal untuk 
melakukan intervensi militer di Libya untuk menghentikan pelanggaran hak asasi 
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INTERVENSI MILITER NATO DALAM KRISIS POLITIK LIBYA 
 
A. Latar Belakang Intervensi Militer NATO Dalam Krisis Politik di Libya 
 Rakyat Libya yang merasa tidak puas dengan pemerintahan Khadafy 
selama 42 tahun melakukan protes besar-besaran. Khadafy yang menilai protes-
protes tersebut sebagi bentuk perlawanan terhadap pemerintahannya 
memerintahkan untuk menghadapi demonstran dengan tindakan represif. Khadafy 
bahkan kemudian mulai menggunakan aset-aset militernya untuk melawan 
demonstran yang kemudian menjadi pasukan pemberontak, bahkan kepada warga 
sipil, dengan tujuan agar mereka tidak berani bergabung dengan pasukan 
pemberontak. Pelanggaran hak asasi yang dalam skala besar dan keengganan 
Khadafy menghentikan penggunaan aset militernya untuk menyerang rakyat 
sipilnya membuat PBB kemudian mengambil langkah tegas. 
Setelah tumbangnya rezim pemerintahan Ben Ali di Aljazair dan Husni 
Mubarak di Mesir, gelombang revolusi yang menerpa kawasan Timur Tengah 
tidak berhenti. Setelah ke-2 negara di atas, gelombang demonstrasi besar-besaran 
yang menuntut perubahan rezim karena dinilai tidak membawa perubahan bagi 
rakyatnya mulia memasuki Libya. Pemerintahan yang merupakan rezim 
Moammar Khadafy dinilai rakyat Libya tidak membawa perubahan yang berarti 
bagi rakyat Libya. 
Bila dilihat secara sepintas, selama 42 tahun memimpin Libya, rezim 
Khadafy mungkin akan terlihat sangat hebat karena mampu memimpin Libya dari 
negara yang bukan apa-apa menjadi salah satu negara dengan pendapatan 
perkapita tertinggi di Afrika. Akan tetapi, bila ditinjau secara langsung maka akan 
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terlihat bahwa kekayaan Libya yang melimpah hasilnya hanya dinikmati oleh 
Khadafy dan orang-orang terdekatnya. Hal ini bisa dilihat dari melimpahnya harta 
Khadafy dengan aset-asetnya di luar negeri yang bernilai jutaan dollar Amerika 
sementara hamper sekitar 10% rakyat Libya hidup dibawah garis kemiskinan. 
Belum lagi pengangguran usia produktif yang mencapai  angka 21%.
165
 Hal ini 
diperparah dengan kekejaman dan kesewenang-wenangan Khadafy selama 
berkuasa. Hal ini guna mencegah rakyatnya untuk melakukan perlawanan 
terhadap rezimnya. 
Rakyat Libya yang telah merasa muak ditindas mendapat angin segar 
dengan adanya momentum Revolusi Melati. Ditandai dengan demonstrasi 
menuntut pembebasan seorang pengacara sekaligus aktivis hak asasi manusia 
yaitu Fatih Terbil, skala dan intensitas demonstrasi terus meningkat. Pihak 
pengamanan yang terdiri dari tentara dan polisi diberi perintah untuk tidak 
bersikap lunak kepada demonstran. Alhasil, pada demonstrasi besar-besaran 
pertama di Libya, yaitu di depan kantor polisi di kota Benghazi, korban mulai 
berjatuhan. Mulai dari korban luka-luka  dari kedua pihak hingga korban tewas 
dari pihak demonstran. Pada tanggal 17 Februari 2011, demonstrasi besar-besaran 
terjadi di Benghazi, Ajdabiya, Darnah dan Zintan sebagai lanjutan dari aksi di 
Benghazi. Pihak pengamanan kemudian diperintahkan untuk menembak 
demonstran sehingga jatuh korban tewas lagi sebanyak 12 orang dari pihak 
demonstran. Ini dimaksudkan pemerintah Libya sebagai peringatan keras bagi 
demonstran untuk menghentikan aksinya. Namun di sisi lain, demonstran semakin 
tergerak untuk melanjutkan aksinya dengan adanya korban tewas. Mereka tidak 
ingin pengorbanan rekan-rekan mereka yang tewas menjadi sia-sia. Rakyat Libya 
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yang semula hanya memberikan dukungan moral, juga mulai ikut bergabung 
dengan demonstran dan ikut turun ke jalan-jalan di Libya untuk berdemonstrasi. 
Namun tidak semua pasukan pengamanan yang diberi perintah untuk bertindak 
keras terhadap demonstran mau melakukannya. Sejumlah pasukan pengamanan 
yang menolak perintah tersebut, melarikan diri bahkan ada yang berganti pihak 
mengikuti demonstran. Mereka umumnya berpendapat bahwa menembak ke arah 
demonstran sama saja menembak saudara mereka karena mereka sesama rakyat 
Libya. 
Pemerintah melihat demonstrasi demonstrasi-demonstrasi yang semakin 
besar dan intensitasnya yang semakin sering sebagai perlawanan terhadap hokum. 
Karena hal inilah maka pihak pemerintah semakin kejam menghadapi para 
demonstran. Untuk mengantisipasi banyaknya personil militer yang berganti 
pihak, pemerintah Libya mendatangkan tentara bayaran Afrika dari luar Libya. 
Hal ini dibenarkan oleh Ali al-Essawi, mantan Duta Besar Libya untuk India.
166
 
Ali al-Essawi yang mengundurkan diri saat Libya mulai bergejolak juga 
menyatakan bahwa mereka dari Afrika tetapi mereka menggunakan Bahasa 
Prancis. Namun, kedatangan tentara bayaran tersebut membuat semakin 
banyaknya personil militer Khadafy yang berbelok arah dan bergabung dengan 
para demonstran. Mereka beralasan bahwa tidaklah benar orang asing datang dan 
membunuh saudara mereka sesama rakyat Libya dan mereka tidak membantu 
(sesama rakyat Libya) untuk melawan. 
Tindakan pemerintah yang semakin kejam dan tidak segan-segan 
membunuh rakyat Libya akhirnya membuat para demonstran juga berpikir untuk 
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melawan tindakan kejam pemerintah tidak hanya melalui protes. Para demonstran 
yang didukung oleh lawan-lawan politik Khadafy dan pihak oposisi mulai 
dipersenjatai. Kamp-kamp pelatihan segera didirikan di daerah-daerah yang 
dipenuhi pendukung anti-rezim Khadafy, seperti di Benghazi. Para warga yang 
semula hanya sebagai demonstran, telah berubah menjadi pejuang bagi rakyat 
Libya. Sedangkan bagi pemerintah mereka adalah pemberontak. 
Pertempuran-pertempuran besar mulai terjadi di Benghazi dan dengan 
cepat meluas ke daerah-daerah sekitarnya. Para pasukan pemberontak yang tidak 
memiliki kemampuan bertempur seperti personil militer yang terlatih, terbukti 
dapat memberikan perlawanan sengit dengan semangat juang mereka yang besar. 
Setelah pertempuran beberapa hari, akhirnya Benghazi dapat dikuasai oleh 
pasukan pemberontak. Pertempuran ini menyebabkan ratusan orang menjadi 
korban dari ke-2 belah pihak.
167
 Hal ini membuat Khadafy mulai menggunakan 
kekuatan yang lebih besar yaitu menggunakan seluruh aset militernya untuk 
melawan para pemberontak dan demonstrasi yang masih berlanjut pada tanggal 22 
Februari. Selain itu, Khadafy juga memberikan ultimatum kepada rakyat 
Benghazi, yang menjadi basis pertahanan pasukan pemberontak, bahwa 
pasukannya tidak akan mengenal ampun dalam menggempur para pemberontak. 
Di awal masa krisis, Khadafy yang diminta mundur oleh berbagai pihak 
memberikana pidato yang disiarkan pada tanggal 22 Februari 2011 di mana ia 
mengungkapkan bahwa ia bisa saja akan melakukan genosida seperti yang terjadi 
di Rwanda dan lebih baik mati sebagai seorang martir daripada harus mundur dari 
kekuasaannya. Ia juga menyerukan kepada para pendukungnya untuk terus 
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Pembentukan NTC semakin membuat Khadafy marah dan berniat untuk 
menghancurkan para pemberontak dan demonstran yang telah bergabung dengan 
NTC. Hal ini karena NTC didirikan oleh bekas tahanan-tahanan politik di era 
Khadafy atau orang-orang yang menjadi lawan politik Khadafy dulu. Di medan 
tempur, pasukan pemberontak mulai bisa mengimbangi pasukan pro-Khadafy 
yang telah menggunakan tank, artileri, dan bahkan pesawat tempur. Ini dapat 
dilihat dengan kendala yang dihadapi oleh pasukan pro-Khadafy untuk kembali 
merebut kota-kota yang telah dikuasai oleh pasukan pemberontak. Hal ini 
membuat Khadafy frustasi hingga ia memerintahkan untuk menghancurkan pipa-
pipa minyak di Libya, seperti di Zawiyah dan menggempur warga sipil dengan 
tank-tanknya.
169
 Khadafy juga memerintahkan agar penembak jitu bersiap di atap-
atap kota Zawiyah dan menembak apapun yang bergerak. Belum lagi pesawat 
tempur yang menjatuhkan bom-bom di kota ini, dan serangan roket selama 13,5 
jam benar-benar menghancurkan kota ini. Bahkan media yang ingin meliput 
mendapat aksi kekerasan dari pasukan Khadafy. Selain itu, di Provinsi Khoms, 
ditemukan bukti bahwa Khadafy menyiksa para pemberontak atau demonstran 
yang ditangkap. 
 Intensitas kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang semakin 
besar terjadi di Libya, membuat komunitas-komunitas sipil internasional mulai 
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mengecam Khadafy yang menggunakan kekuatan militer penuh untuk melawan 
para pemberontak. Penggunaan kekuatan militer penuh ini dianggap berlebihan. 
Uni Afrika, Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam atau Organization of the 
Islamic Conference, Dewan Hak Asasi Manusia, Uni Eropa, dan PBB berturut-
turut mengecam aksi Khadafy. Namun kecaman-kecaman dan anjuran dari pihak 
luar tersebut tidak membuat Khadafy menghentikannya untuk menggunakan 
kekuatan militer untuk melawan pemberontak dan menindas rakyatnya. Hal ini 
mulai memicu reaksi keras dari berbagai negara dan komunitas internasional. 
Pada tanggal 26 Februari 2011, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 
Dewan Keamanan PBB No. 1970 yang mengesahkan penjatuhan embargo militer 
dan sanksi ekonomi berupa pembekuan aset, dan pencekalan bagi anggota 
keluarga Khadafy dan orang-orang dekatnya dalam pemerintahan yang terbukti 
terlibat dalam memerangi warga sipil Libya. Hal ini sebagai respon terhadap 
pernyataan Liga Arab, Uni Afrika, Organisasi Konferensi Islam, dan Dewan Hak 
Asasi Manusia mengenai kondisi kemanusiaan di Libya. Mulai dari Amerika 
Serikat, Australia, Kanada, dan negara-negara anggota Uni Eropa, bergiliran 
menjatuhkan sanksi berupa embargo militer, pembekuan aset, dan pencekalan 
sebagai bentuk pelaksanaan resolusi tersebut. 
Uni Afrika berusaha menempuh jalur damai dalam menengahi krisis 
politik di Libya. Dalam konsep kebijakan Uni Afrika yang disebut “Roadmap for 
Peace”, disyaratkan bagi ke-2 belah pihak untuk melakukan gencatan senjata dan 
menyelesaikan krisis politik di Libya secara damai, permintaan bantuan 
kemanusiaan, dan juga menolak adanya intervensi militer asing.
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diterima oleh pihak Khadafy akan tetapi kemudian ditolak oleh NTC karena 
dianggap sebagai keputusan yang memihak karena tidak menyinggung masalah 
pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Khadafy. Walaupun 
kebijakan ini tidak berjalan, Uni Afrika terus mengupayakan solusi politis guna 
penyelesaian konflik di Libya selama krisis politik di negara itu berlangsung.
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Konsep kebijakan yang dibuat oleh Uni Afrika dan Resolusi Dewan 
Keamanan PBB No. 1970 mengenai penjatuhan sanksi ekonomi, embargo militer, 
dan pencekalan terhadap Khadafy dan keluarganya serta orang-orang dekatnya, 
merupakan bentuk dari intervensi tidak langsung atau intervensi yang tidak 
bersifat memaksa, yang diupayakan oleh komunitas internasional sebagai jalan 
damai untuk menyelesaikan konflik dan menghentikan pelanggaran hak asasi 
manusia di Libya. Karena Khadafy tetap melakukan penggunaan kekuatan militer 
untuk menggempur rakyatnya sendiri, Dewan Keamanan PBB akhirnya 
mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1973 yang mengesahkan 
intervensi militer di Libya sebagai upaya terakhir untuk menghentikan 
pelanggaran hak asasi manusia yang terus terjadi di Libya yang dilakukan oleh 
Khadafy dan pasukannya. Hal ini sesuai dengan salah satu persyaratan intervensi 
humanitarian dengan penggunaan kekuatan militer yaitu sebagai usaha terakhir. 
Meskipun Uni Afrika menolak untuk mendukung intervensi militer di Libya, 
intervensi militer tetap dilaksanakan sebagai respon terhadap ketidakpatuhan 
Khadafy terhadap Resolusi Dewan Keamanan No. 1970 dan kinerja Uni Afrika 
yang dinilai lamban dalam menghasilkan kebijakan untuk menyelesaikan konflik 
di Libya sementara korban terus bertambah. Dan untuk mencegah timbulnya 
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persepsi negatif dalam intervensi militernya di Libya, NATO dan negara-negara 
yang menjadi rekanannya dalam operasi Unified Protector membentuk Libya 
Contact Group pada tanggal 29 Maret 2011. Libya Contact Group berfungsi 
sebagai forum untuk mewadahi semua bentuk respon internasional terhadap Libya 
dan sebagai representasi atau perwakilan Libya dalam komunitas-komunitas 
Internasional untuk sementara. 
 
B.  Dampak Positif dan Negatif Intervensi Militer NATO di Libya 
Intervensi militer yang dilakukan NATO dalam krisis politik di Libya 
sebagai upaya terakhir menghentikan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia 
di negara tersebut membawa berbagai dampak besar bagi warga Libya. Dampak-
dampak tersebut ada yang bernilai positif dan ada juga yang merugikan bagi 
warga Libya. Mulai dari kehilangan rumah, keluarga, dan juga perubahan dalam 
tatanan pemerintahan mereka. Namun yang terpenting bahwa pelanggaran hak 
asasi manusia dan serangan terhadap warga sipil Libya oleh rezim Khadafy yang 
dapat menelan lebih banyak korban bila dibiarkan dapat dihentikan. 
Yang paling gampang terlihat adalah dampak material, terutama rusaknya 
tempat tinggal rakyat Libya. Rumah-rumah hancur akibat ledakan serangan 
pesawat tempur NATO, terutama di daerah perkotaan. Penyerangan ini ditujukan 
kepada pasukan pro-Khadafy yang mencoba untuk kembali memasuki daerah kota 
di Libya yang telah diduduki oleh pasukan pemberontak. Namun sebagian besar 
dari rumah-rumah tersebut telah lebih dahulu ditinggalkan pemiliknya untuk 
mengungsi menghindari perang yang terjadi antara pasukan pemberontak dan 
pasukan pro-Khadafy. Hingga saat ini tidak ada yang bisa memperkirakan 
besarnya kerugian material di Libya karena intervensi militer NATO. Rakyat 
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Libya lebih terfokus pada keselamatan mereka dan berakhirnya masa kekuasaan 
Khadafy di Libya.  
Intervensi militer NATO yang juga mempermudah pasukan pemberontak 
mengakhiri kekuasaan Khadafy sendiri membawa perubahan besar dalam sistem 
pemerintahan Libya. Negara yang tidak pernah merasakan demokrasi sejak 
kemerdekaan mereka pada 24 Desember 1951, memiliki harapan untuk merasakan 
demokrasi dalam segala bidang di negara mereka setelah NATO melakukan 
intervensi militer ke negara mereka akibat kekejaman Khadafy dan pasukannya. 
Hal ini bermakna 2 yakni sebagai bantuan kepada mereka yang selama ini 
menderita akibat konflik di negara mereka dan sebagai salah satu misi NATO 
untuk memperkenalkan demokrasi, hal yang juga diperjuangkan oleh pasukan 
pemberontak. NATO membawa demokratisasi sebagai salah satu tujuan dalam 
misinya terutama bagi negara-negara yang sebelumnya dipimpin oleh rezim 
pemerintahan yang menindas rakyatnya dengan kekuasaan mereka dan kadang 
hingga menggunakan kekerasan agar kekuasaan mereka tidak tersentuh. 
Penggarapan amandemen baru Libya yang sementara ini masih dalam proses oleh 
Perdana Menteri baru Libya, Ali Zeidan terbukti sebagai munculnya demokrasi di 
Libya. Amandemen ini dibuat dengan penuh kehati-hatian agar dapat dirasa adil 
bagi rakyat Libya tanpa mengorbankan kepentingan pihak manapun. 
Dampak intervensi NATO yang paling disayangkan adalah jatuhnya 
korban jiwa sipil. Korban jiwa yang diperkirakan oleh Amnesty International 
selama intervensi militer NATO di Libya adalah sebanyak 60 orang.
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Sedangkan dari pihak NATO sendiri sebanyak 1 orang. Tewasnya warga sipil 
dalam intervensi militer NATO disebabkan karena beberapa faktor seperti tidak 
adanya agen di darat untuk memberikan data intelijen yang tepat mengenai 
kondisi di sekitar sasaran di darat, target yang banyak di daerah perkotaan dengan 
bangunan yang padat, dan juga kesalahan fungsi pada sistem persenjataan NATO. 
Faktor terakhir adalah faktor yang juga membuat seorang pilot NATO, mengalami 
kesalahan fungsi sistem pada pesawat yang diterbangkannya. Berbagai pihak 
meminta NATO melakukan penyelidikan atas tewasnya warga sipil dalam 
intervensi militer mereka namun hingga kini, belum ada langkah pasti yang 






















1. Latar Belakang Intervensi Militer NATO dalam Krisis Politik di Libya 
Demonstrasi besar-besaran dan secara intensif terjadi di Libya sebagai 
dampak meletusnya revolusi di kawasan Timur Tengah. Ketidaksenangan akan 
kinerja dan kesewenang-wenangan pemerintah yang tidak memperdulikan 
rakyatnya menjadi faktor utama terjadinya protes. Momentum berhasilnya 
revolusi di Mesir dan Tunisia digunakan kelompok-kelompok anti-pemerintah di 
Libya untuk segera mengorganisir pergerakan dan aksi-aksi demonstrasi. Harapan 
untuk bisa merubah  negara yang selama ini bersistem monosentris dan tidak 
berpihak kepada rakyat menjadi modal para demonstran untuk melakukan aksi 
mereka. 
Moammar Khadafy sebagai pemimpin Libya, melihat aksi-aksi 
demonstrasi yang terjadi sebagai upaya untuk melawan kekuasaannya dan 
menjatuhkannya sebagai pemimpin Libya. Khadafy yang dikenal kejam 
memerintahkan pasukan polisi dan tentara yang ditugaskan untuk menjaga proses 
demonstrasi untuk tidak segan-segan melakukan tindakan keras guna menghalau 
gelombang demonstrasi bergerak dan bertambah besar. Demonstrasi yang 
awalnya dimulai di kota bagian timur Libya, yaitu Benghazi, menjadi kekacauan 
yang diwarnai tindak kekerasan. Korban terluka jatuh dari pihak demonstran dan 
pihak pengamanan. Bahkan jatuh korban tewas di pihak demonstran. Hal ini di 




Di lain pihak, para demonstran bukannya merasa takut namun semakin 
bersemangat untuk memperjuangkan perubahan. Kematian sesama demonstran 
dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan perlawanan. Dukungan dari warga 
Libya semakin banyak, dan banyak yang kemudian ikut berjuang bersama mereka 
Bahkan banyak yang kemudian mengangkat senjata melawan pasukan Khadafy 
yang bersenjata lengkap dan dicap pemberontak oleh Khadafy. Rentetan kejadian 
di atas membawa Libya menuju konflik bersenjata yang menelan banyak korban. 
Kegigihan pasukan pemberontak melawan pasukan pro-Khadafy membuat 
mereka menguasai satu-persatu kota-kota penting di Libya. Pasukan pemberontak 
pun bergabung dengan NTC, wadah politik bagi kaum pemberontak yang 
dibentuk oleh tokoh-tokoh oposisi Libya. NTC kemudian mengklaim diri sebagai 
perwakilan politik sah bagi Libya di dunia internasional dan terus menuai 
dukungan ari sejumlah negara. Khadafy yang mulai merasa terancam karena hal 
ini berpikir untuk segera menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan 
kekuatan penuh militer dan aset-aset militernya. Hal ini diharapkan Khadafy 
mampu meredam segala bentuk perlawanan pemberontak dan menghancurkan 
NTC. Akan tetapi Khadafy tidak hanya menggunakan kekuatan militernya untuk 
menyerang demonstran tetapi juga mulai menargetkan warga sipil agar rakyat 
kembali takut padanya dan menghentikan gelombang bantuan pasukan kepada 
pihak pemberontak. 
Reaksi atas tindakan Khadafy kemudian bermunculan. Mulai dari negara-
negara yang memberikan seruan menentang aksi Khadafy secara individual 
hingga komunitas-komunitas Internasional. Karena Khadafy tidak menghiraukan 
himbauan-himbauan tersebut, Dewan Keamanan PBB pun mengeluarkan Resolusi 
Dewan Keamanan No. 1970 mengenai penjatuhan sanksi ekonomi dan embargo 
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militer atas Libya, serta pencekalan Khadafy, keluarga dan koleganya untuk 
datang ke negeri mereka. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Swiss, dan 
beberapa negara anggota Uni Eropa lainnya, kemudian mengambil langkah 
pembekuan aset-aset Khadafy dan pencekalan di negara mereka guna 
mewujudkan resolusi tersebut. 
Akan tetapi Khadafy yang terkenal dengan sikap membangkangnya dan 
hubungannya yang pasang-surut dengan negara-negara barat tidak menghiraukan 
hal itu dan memberikan sikap seolah-olah menantang segala kecaman yang datang 
dari luar. Dewan Keamanan PBB kemudian melakukan voting guna menentukan 
apakah perlu adanya tindakan lebih jauh, yaitu intervensi militer guna mengakhiri 
penggunaan aset militer oleh Khadafy untuk menyerang rakyat Libya. Hasil 
voting memperlihatkan bahwa 10 dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB 
menyatakan setuju dan 5 menyatakan abstain, tanpa ada yang menolak. Hasil 
inilah yang kemudian menjadi landasan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan 
Resolusi Dewan Kemanan PBB No. 1973, yang mengotorisasi pelaksanaan 
operasi militer di Libya dalam rangka intervensi humanitarian untuk 
menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa rakyat Libya. 
 
2. Bentuk Intervensi Militer NATO dalam Krisis Politik di Libya 
Menyusul dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan  PBB No. 1973, 
Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris kemudian mengambil langkah strategis 
yaitu mengirimkan armada perang mereka ke Libya, dibawah komando Amerika 
Serikat. Serangan pertama dilakukan oleh Prancis yang melakukan serangan udara 
ke wilayah Libya dengan target yaitu tank-tank dan kendaraan lapis baja Libya. 
Pesawat-pesawat tempur Prancis juga mengincar pesawat-pesawat tempur Libya 
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guna melaksanakan zona larangan terbang seperti yang ditetapkan dalam Resolusi 
Dewan Keamanan PBB No. 1973. Armada laut juga dikerahkan pasukan negara-
negara koalisi guna menghancurkan rudal-rudal pertahanan anti pesawat milik 
Libya agar memudahkan pesawat-pesawat tempur mereka melakukan patroli 
udara guna menerapkan zona larangan terbang. Selain itu, kapal-kapal tersebut 
melakukan patroli di lautan Libya guna mencegah masuknya tentara bayaran dan 
bantuan senjata untuk memperkuat Khadafy dan pasukannya. 
Pada tanggal 31 Maret, NATO mengambil-alih komando secara penuh 
dari Amerika Serikat dalam misi “Unified Protector” dan sejak itu, semua teknis 
operasi di bawah kendali penuh NATO. Tak ada 1 pun pergerakan dari sekitar 25 
buah kapal berbagai jenis dan sekitar 260 pesawat dengan berbagai jenis dan lebih 
dari 8.000 tentara yang akan dilakukan tanpa otorisasi dari NATO. Dalam misi 
ini, lebih dari 5.900 target militer sah dihancurkan. Lebih dari 400 artileri dan 
peluncur roket serta lebih dari 600 tank dan kendaraan lapis baja yang hancur 
termasuk di dalamnya. Sementara NATO sendiri kehilangan 1 orang anggota 
yaitu pilot dari angkatan udara Inggris yang pesawatnya mengalami kesalahan 
teknis dan jatuh di pangkalan udara militer NATO di Napoli, Italia. NATO 
diperkirakan menghabiskan dana sekitar 800.000 Euro perbulannya untuk staff di 
markas utama selama operasi ini karena adanya penambahan staff dan operasi 
lapangan yang menelan biaya sekitar 5,4 juta Euro. 
Operasi Unified Protector resmi dihentikan pada 31 Oktober 2011 setelah 
dilaksanakan selama 7 bulan. NATO menganggap bahwa tugas mereka di sana 
telah selesai karena semenjak kematian Moammar Khadafy, intensitas kekerasan 
menurun drastis dan hampir tak ada lagi. Namun yang terpenting, NATO berhasil 
menghentikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Khadafy dan 
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pasukannya, sekaligus menjatuhkan rezim otoriter di Libya dan memperkenalkan 
demokrasi bagi rakyat Libya. 
 
3. Dampak Positif dan Negatif Intervensi Militer NATO dalam Krisis Politik 
di Libya 
Intervensi militer yang dilakukan NATO dalam krisis politik di Libya 
sebagai upaya terakhir menghentikan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia 
di negara tersebut membawa berbagai dampak besar bagi warga Libya. Dampak-
dampak tersebut ada yang bernilai positif dan ada juga yang merugikan bagi 
warga Libya. Mulai dari kehilangan rumah, keluarga, dan juga perubahan dalam 
tatanan pemerintahan mereka. Namun yang terpenting bahwa pelanggaran hak 
asasi manusia dan serangan terhadap warga sipil Libya oleh rezim Khadafy yang 
dapat menelan lebih banyak korban bila dibiarkan dapat dihentikan. 
Intervensi militer NATO yang juga mempermudah pasukan pemberontak 
mengakhiri kekuasaan Khadafy sendiri membawa perubahan besar dalam sistem 
pemerintahan Libya. Negara yang tidak pernah merasakan demokrasi sejak 
kemerdekaan mereka pada 24 Desember 1951, memiliki harapan untuk merasakan 
demokrasi dalam segala bidang di negara mereka setelah NATO melakukan 
intervensi militer ke negara mereka akibat kekejaman Khadafy dan pasukannya. 
NATO membawa demokratisasi sebagai salah satu tujuan dalam misinya 
terutama bagi negara-negara yang sebelumnya dipimpin oleh rezim pemerintahan 
yang menindas rakyatnya dengan kekuasaan mereka dan kadang hingga 
menggunakan kekerasan agar kekuasaan mereka tidak tersentuh. Penggarapan 
amandemen baru Libya yang sementara ini masih dalam proses oleh Perdana 
Menteri baru Libya, Ali Zeidan terbukti sebagai munculnya demokrasi di Libya. 
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Amandemen ini dibuat dengan penuh kehati-hatian agar dapat dirasa adil bagi 
rakyat Libya tanpa mengorbankan kepentingan pihak manapun. 
Dampak intervensi NATO yang paling disayangkan adalah jatuhnya 
korban jiwa sipil. Tewasnya warga sipil dalam intervensi militer NATO 
disebabkan karena beberapa faktor seperti tidak adanya agen di darat untuk 
memberikan data intelijen yang tepat mengenai kondisi di sekitar sasaran di darat, 
target yang banyak di daerah perkotaan dengan bangunan yang padat, dan juga 
kesalahan fungsi pada sistem persenjataan NATO. Faktor terakhir adalah faktor 
yang juga membuat seorang pilot NATO, mengalami kesalahan fungsi sistem 
pada pesawat yang diterbangkannya. Berbagai pihak meminta NATO melakukan 
penyelidikan atas tewasnya warga sipil dalam intervensi militer mereka namun 




Dalam pelaksanaan intervensi militer dalam rangka intervensi 
humanitarian, perlu adanya pengawasan dari pihak yang berkaitan dengan hal ini. 
Langkah ini dapat ditempuh dengan dibentuknya tim atau komisi oleh untuk 
mengawasi jalannya intervensi militer. PBB memiliki hak sekaligus kewajiban 
untuk melakukan pembentukan komisi pengawasan untuk mengawasi intervensi 
militer karena PBB sebagai komunitas internasional utama dan terbesar yang juga 
berwenang memberikan otorisasi untuk melakukan intervensi militer. 
Hal ini dimaksudkan agar pengawasan dan laporan selama berjalannya 
operasi militer tidak simpang siur. Statistik seperti jumlah pasti korban dan target 
akan lebih transparan. Bahkan bila jatuh korban dari pihak sipil, jumlah pastinya 
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akan lebih gampang diketahui. Selama  ini kita bisa melihat bahwa dalam sebuah 
intervensi militer, tim pencari fakta turun setelah operasi militer selesai dan untuk 
memastikan jumlah korban saja akan sangat susah. Belum lagi bila tim tersebut 
mencari jumlah pasti korban dari pihak sipil. Hanya mengandalkan data dari 
wawancara penduduk yang kebenarannya tidak dapat dipastikan secara penuh. 
Namun dalam pengawasan operasi militer seperti ini, PBB harus 
bekerjasama penuh dari negara-negara atau komunitas internasional yang 
melakukan operasi militer. Tim pengawasan harus selalu melaporkan pergerakan 
mereka dan sebaliknya, pusat komando operasi militer harus selalu 
mengaktualisasi operasi mereka kepada tim pengawasan di darat. Hal ini 
dimaksudkan agar tim pengawasan PBB di darat tidak turut menjadi korban bila 
misalnya dilakukan operasi penyerangan melalui udara. Selain itu, dengan adanya 
tim pengawasan di darat, kemungkinan jatuhnya korban dari pihak sipil dapat 
dikurangi atau dicegah dengan adanya laporan berkala dari tim pengawasan di 
darat, apabila mereka mereka berada di dekat wilayah target dan mengetahui 
secara pasti adanya warga sipil yang terancam dengan serangan di wilayah 
tersebut. Mereka juga bisa membantu mengevakuasi warga sipil sebelum serangan 
dilancarkan ke wilayah tersebut. Hal ini juga akan sangat membantu karena 
intervensi militer di masa kini sangat mengandalkan operasi udara karena 
mencegah jatuhnya banyak korban dari pihak yang mengintervensi, sehingga 
meninggalkan celah yaitu data intelijen di darat yang kurang akurat. 
Perlu dicatat bahwa sampai saat ini, intervensi militer dalam rangka 
intervensi humanitarian belum memiliki konsensus ataupun pijakan hukum 
internasional. Hal ini jugalah yang menjadi salah satu pro dan kontra mengenai 
pelaksanaan intervensi militer. Akan tetapi, melihat intervensi militer dalam 
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rangka intervensi humanitarian NATO di Libya yang bisa dikatakan berhasil 
karena dapat menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dalam krisis politik di 
negara tersebut, penulis berpendapat bahwa sudah saatnya dibentuk suatu 
konsensus atau pijakan hukum internasional bagi pelaksanaan intervensi militer. 
Dalam konsensus ini dapat dicantumkan kapan dan bagaimana sebuah intervensi 
militer itu dapat dilakukan sehingga tidak perlu lagi terjadi perdebatan panjang 
apakah intervensi militer sudah bisa dilaksanakan atau tidak, dan juga mengenai 
pelaksanaannya di lapangan. PBB sekali lagi dalam hal ini dapat berperan sebagai 
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